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songket, Jumputan, tenun tgung  (blongsong)  dan - batik
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A. Tujuan Hukum Lingkungan Hidup
Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik
Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana vyang
termaktub didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
) 1945). Artinya tidak hanya manusia yang harus
ikan tetapi segala isi yang ada di wilayah Negara
Republik Indonesia saat ini termasuk didalammya
gan  hidup. Dalam  pelaksanaannya  kehidupan
cat yang senantiasa dibangun di atas tiang-tiang
pa perbedaan, kompleksitas, kontradiktif, dan penuh
1, yang memperlihatkan bahwa masyarakat sering
ng dalam berbagai kehidupan ' ', termasuk dalam
nfaatan sumber daya alam sebagai nikmat dan karunia dart

ah SwT.

Kehidupan yang saling ketergantungan antara manusia
gkungannya menempatkan manusia sebagai subjek utama
nengambil manfaat dari sumber daya alam yang
jakan sumber-sumber kehidupan guna melangsungkan

2015, Penelitian Hukum Transformatif-

laboratif dan Aplikasi Campuran (Mix



| scapraing -y

hidupnya. ? Posisi manusia sebagai subjek dalam Pemanfagy,
sumber-sumber daya alam yang tersedia membuat manu\,n
menjadi lupa diri, didorong dengan adanya desakan Pemenuhg,,
kebutuhan hidup dan pcmapalan kemakmuran masyarak g,
dengan jalan pembangunan. ' Sebagai subjek utama artiny,
manusia sebagai  pelaku utama  dalam mengendalikqy,
pemanfaatan sumber daya alam.

Selama ini paradigma penguasaan dan dan pemanfaatg,
sumber daya alam oleh Pemerintah cendrung berorientasi pad,
kapital dan ckonomi, schingga tidak jarang mengorbankap
kepentingan perlindungan ckologi dan perlindungan nilai- mLu
sosial budaya masyarakat pengguna sumber daya alam." piy
senada dengan ini Mas Ahmad Sentosa mengatakan dalam
Taqwaddin bahwa pengelolaan sumber daya alam  yang
dijalankan sclama orde baru, berlangsung lebih didasarkan
kgpuh kepemmgan kcbuluhan investasi  dalam  rangka
kono mi. *' Sehingga sumber daya alam
dam konteks Economy Sense, dan
‘; gical dan Sustainable sense.”’
bagai subjek dalam pemanfaatan
tersedia membuat manusia
_ n adanya desakan pemenuhan

paian  kemakmuran masyarakat
Dalam pemanfaatan sumber daya
ah-masalah lingkungan yang
menjadi rusak dan tercemar.

i : \_‘Ii

b

03, Menuju Keselarasan Lingkungan
adap Pencemaran Lingkungan,

an & Masyarakat [{ukum

- Daya Alam.
3, him. 20




Persoalan lingkungan hidup semakin hari semakin bertambah
parah, hal ini terbukti penyelesaiannya tidak berpihak kepada
pengembalian kondisi lingkungan awal, tetapi justru dibiarkan
tanpa ada penyelesaian yang berkelanjutan.”

Ogunwale Ahmed O dan Bello, AA mengatakan bahwa;
“In the process of creating development the cultured human
being has turned out to be the most dynamic agent of
transformation and destruction of the Environment .

Pendapat Ogunwale Ahmed O dan Bello, AA dalam
memandang kerusakan lingkungan sangat eckstrim, karena
menurutnya manusia yang semula berbudaya karena proses
kemajuan atau pengembangan manusia menjadi berubah
menjadi agen transformasi dan perusak lingkungan yang paling
mmu Keterkaitan dengan hal ini Bram Buscher and Elna de

satakan bahwa “balance should be found between

at and ecological conservation. Evidently, this
onl”)

need to be long-term. ..
Juscher and FElna de Beer mengatakan
asrus  ditemukan antara pembangunan yang
usia dan konservasi ckologi. Dan menurutnya
ini haruslah bersifat jangka panjang. Tentunya
maksud dengan pembangunan berkelanjutan.
bungan dengan keseimbangan pembangunan yang
nusia dan konservasi ekologi sesungguhnya sudah

o ‘Edy Lisdiyono. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
h Be: Tanggung Jawab Muilak atau Unsur Kesalahan™,
m Hukum-Universitas 17 Ags.Smg, Vol.11/ No.2, Oktober,
0 Bello, AA. “Modern Conservation
al Change Towards Forest Conservation
of Biosciences, Agriculture and
. 2017, him.22.
Beu' 2011, The contemporary
z dnnge and its effects on

Africa, Journal of

3,Apnlzon 301-

f LI- -
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menjadi pembicaraan tingkat dunia. Dimana dilaksanakap,
konfrensi internasional mengenai lingkungan hidup y:y
dipelopori negara-negara maju pada tahun 1972 dj Stockhlong
Swedia yang menghasilkan Deklarasi Stockhlom 1972 '

Konferensi i yang menghasilkan Deklarasi Stockhlom
merupakan babak baru lahirnya Hukum Lingkungan Moder,
yang berorientasi pada keseimbangan antary
pengelolaan/pemanfaatan  dengan  upaya-upaya pelestarig,
sumber daya alam dan lingkungan hidup.'”’

Melihat pendapat dan fakta kehidupan dari permasalahgp,
lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dap
menarik untuk dikaji secara mendalam.' "’ menarik untuk dikaji
secara mendalam tentunya untuk mendapatkan solusi yang
terbaik dalam mengatasinya.

Keterkaitan dengan hal di atas dalam penjelasan umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkung | termuat  dalam

Tambahan L donesia Nomor 5059

LH pada aitem 4

yang selanj
(empat) tel pengetahuan  dan
teknologi te dup dan mengubah

gaya hidup basis kimia telah
am,am_ dan beracun.
Hal ini me pembuangan yang

er ngkunga hldup

aman
serta makhluk

;'\:*'l:.:L :
hidup la pipun menyatakan,
ermanias bagl

B .
(11Sar

- -
masyar al antara




lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
apabila dibuang dalam media lingkungan hidup, kesehatan dan
kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Dengan
menyadart hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta
limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.
Sehubungan dengan uraian di atas dalam buku ini
sebelumnya akan mempertegas pengertian lingkungan yang
akan dibahas dalam buku ini adalah pada lingkungan fisik dan
hayati atau bisa pula disebut dengan lingkungan alamiah
(natural environment). Secara teoritik unsur-unsur yang ada di
dalam sesuatu lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi
dua kelompok besar yaitu unsur fisik (abiotik): tanah, air, udara,
iU, sinar matahari, dan benda mati lainnya. Unsur hayati
_uSia, flora, fauna, dan mikro organisme.'” Istilah
amiah sering dipendekkan menjadi lingkungan dan

al pengertian suatu keadaan atau kondisi alam

g s benda-benda atau makhluk hidup (biotik) atau

tik) yang berada di bumi atau bagian dari bumi."”

tic (living). The abiotic factors include fire,
fure, soil, temperature, wind, and such
ors as oxygen levels, salt concentrations,
xins, and acidity. The biotic factors are
ch include competing species,
humans. Each organism can
wironmental factors and can



only live where these factors Jie within ils lolerance
i 10).

[imils.

e | mengatakan bahwa faktor-faktor
abiotik (tak hidup) dan bagian biotik
abiotik meliputi api, cahaya, kelembaban,
wktor kimia sepertl kadar oksigen,
dan keasaman. Faktor

Muoghalu
lingkungan adalah
aktor-faktor
dan 1

bagian

(hidup). F
suhu, angin,

tanah,

konsentrasi garani, kehadiran racun,

biotik adalah organisme  yang meliputi  spesies  yang

berkompetisi, parasit, predator, dan manusia hidup. Setiap
r berbagai faktor lingkungan dan

organisme dapat mentolert
hanya bisa hidup di mana fa

toleransi.
Beterkaitan dengan pengertian lingkungan di atas James

Odell, at al mengatakan bahwa: The particular kind of
ological agents (animals and plants) require
heir ecological niche.'” James
tertentu dari lingkungan yang
han) membutuhkan untuk

ktor-faktor ini terletak dalam batas

environment that bi
for survival is referred to as 1
Odell mengatakan bahwa jenis
agen biologi (hewan dan tumbu

kelangsungan hidup disebut sebagai niche ekologi.
Selanjutnya James Odell, at al memberikan penjelasan

tentang defenisi ecological niche dengan mengutip pendapat
Edward O. Wilson yang mendefenisikan ecological niche as:
“The range of each environmental variable such as
temperature, humidity, and food items, within which a species
can exist and reproduce.” ¥ Edward O. Wilson mendefinisikan
niche ekologi sebagai: kisaran setiap variabel lingkungan seperti
suhu, kelembaban, dan makanan, di mana spesies dapat eksis
dan berkembang biak.

16 )
Muoghalu J.I, Priori . "y NG
Compone]f;)t? Environmental Monito:ilr?)g HP\t;(f;Clm;EIers. Aptain ani ey
am _ :
The Physical Efvgg:&eﬁ;alj 021?03-1 MOdelirfg Agents and their Environment:
March-April him, 44 » Journal Of Object Technology, Vol. 2, No. 2,
Ibid, e

e

6




Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa hubungan
lingkungan abiotik dan biotik tidak dapat dipisahkan, dimana
satu sama lain saling membutuhkan. Keduanya terjadi interaksi
yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Sebagaimana
terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
Lingkungan Abiotik Dan Biotik'”

2> Lingkungan Abiotik
>~
e

Lingkungan Biotik

Pada gambar terlihat hubungan unsur-unsur lingkungan
abiotik dan unsur lingkungan biotik berinteraksi satu dengan
yang lain baik secara internal ataupun atau intra maupun inter
atau antar lingkungan. Terkait dengan masalah lingkungan
Barry Commoner dalam bukunya “the Closing Circle” melihat
bahwa tekno]o gi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah
lingkungan.””’ Menurutnya terjadinya revolusi di bidang Ilmu
Pengetahuan Alam misalnya fisika, kimia, yan ama
lima puluh tahun terakhir, telah mendorong
bidang teknologi. Dan hasil teknologi
dalam sektor industri, pertanian, transpor
Ditambah lagi dengan lemahnya vi
kerentanan daya dukung sumber daya &
berbagai produk hukum mengenai St mt

" JEffendie, OP. Cit, hlm. 52

*) Takdir Rahmadi, 2011, Hukum I

Kesatu, PT) RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
Ibid r
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mengakibatkan tingkat perusakan lebih u.pdt Dapat d“ ihyy
Nkambule, at g

dari apa yang diungkapkan Sizwe 5. | " Ay Gre,
. - » hecome Increas ;
spaces within urban matrices have becon astngly d!./ﬁcu[,

N

e Y
[0 conserve

Apa yang diungkapkan Sizwe 5. Nkambule, at
merupakan salah satu fenomena bahwa ruang hijau dj dala
matriks perkotaan menjadi semakin sulit untuk dlk()n‘ier\,a
Sulitnya untuk dikonservasi tentunya hal ini tidak terlepag dar
aturan yang tersedia dapat tidak memadai ataupun ada aturanny
tapi tidak terimplementasi dengan baik.

Saat ini dirasakan perubahan lingkungan oleh
masyarakat lebih cendrung menjurus kearah kemsakan
lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan seharusny,d
peranan hukum dalam hal ini merupakan benteng, agar
kerusakan tidak semakin menjadi-jadi dan hukum harus dapat
mencegah agar tidak terus-menerus terjadi  kerusakap
lingkungan.** Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUp
1945. Lingkungan merupakan suatu pondasi dan dasar hidup
bagi kehidupan manusia di bumi seperti yang dikemukakan oleh
Edy Lisdiono, bahwa "talking about environmental issues, it
means that is related to the living space of nation in all aspects
and its dimension”. ) Edy Lisdiono mengatakan bahwa

?2) Mas Ahmad Sentosa, 1999, Demo
Daya Alam, ICEL, Jakarta, hIm. 25 ‘
) Sizwe S. Nkambule,at, al,
Community-Based Conservation: Th
Souverld Grassland, South Africa
Conservation, ISSN: (online) 231 1-¢
Deccmber 2,2016 him.2.
’Mumr Fuady, 2011, Teo
Kesatu, Cet. Kesatu, Kencana Pre
) Edy Lisdiyono, “Prob
Pollution In The Legal System .
Business, Economics and La
hlm.48.
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berbicara tentang isu lingkungan, artinya terkait dengan ruang
hidup bangsa di semua aspek dan dimensinya. Artinya dapat
dikatakan berbicara lingkungan secara umum artinya keterkaitan
masalah bumi dengan segala isinnya dan bagaimana
keberlanjutannya.

Agar bumi dengan segala isinya dapat berlanjut sampai
pada generasi selanjutnya maka diperlukan aturan hukum untuk
menjaga dan mengendalikannya. Terkait dengan hal ini Hamdan
Azhar Siregar mengatakan bahwa hukum yang memadai adalah
hukum yang berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator.>®

Hukum yang berfungsi sebagai stabilator adalah yang
mempunyal  peranan  menciptakan  keseimbangan dalam
masyarakat  dengan  tujuan untuk melancarkan roda
pembangunan.  Sedangkan  hukum sebagai  dinamisator
mempunyal  fungsi mcnégerakkan dan  mempercepat
pembangunan 1tu sendiri.”

Berkaitan dengan peranan hukum di atas, UUPPLH
Pasal 1 butir 6 memunculkan stilah pelestarian fungsi
lingkungan hidup. Istilah “pelestarian lingkungan hidup” ini
bukanlah sekedar istilah yang hanya sebagai sebuah pelengkap
dalam sebuah undang-undang. Akan tetapi istilah ini
mempunyai makna filosofi untuk dipahami dan untuk
dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan
pengertian lestan adalah tetap seperti keadaannya semula; tidak
berubah; bertahan; kekal, sementara pelestarian diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan melestankan, atau perlind |
dari kemusnahan atau kerusakan.”’ Sementara fi

) Ibid
*') Efendi, Penerapan Prinsip F
Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Dari Perspekiif Politik Pembangunan Hukum), Jun
Nomor 58, Tahun XIV Desember 2012, him. 352
”‘Mﬂhw ndid
Besar Bahasa Indomesia, Edisi Ketiga, Cet.
him. 665 '



kegunaan suatu hal.”” Sedangkan pengertian lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,
dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain sebagaima
yang termuat dalam Pasal | butir | UUPPLI. Selanjutnya Pasal
I butir 6 dalam UUPPLH menjelaskan bahwa Pelestarian Fungs
Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
Berdasarkan pengertian pelestarian fungsi lingkungan
hidup di atas secara logika yang harus diambil dari pengertian
tersebut adalah fungsi dari lingkungan tersebut, bukan
lingkungan an sich.’” Dengan demikian dapat dimaknai bahwa
lingkungan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap
menjaga fungsi dari lingkungan tersebut. Oleh karena itu untuk
melestarikan fungsi lingkungan perlu dilakukan perlindungan
dan pengelolaan terhadap lingkungan, yang diatur dalam Pasal
13 ayat (1) dan (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa pada ayat
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Kemudian ayat (2) nya menyatakan bahwa pengendalian
pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana

pada ayat (1) yang meliputi: a. Pencegahan; b. Penanggulangan;

dan c. Pemulihan. ]
Terkait dengan lingkungan hidup ini

berharga yaitu:

First, The environment

) Ibid, hlm. 322
0 Supriadi, 2006, Huku
Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jaka
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economic goods and servis. Second, in some cases, the
environment serves as potential reseptor of wates
generated by production and consumption activities to
the extent that wasre products can be biologically or
chemically processed by the environment. Thrid, the
environment contributes fresh water and food necessery
to sustain life and provides other life-support functions
ass wel, such as maintaining temperature, climate, and
an atmospherie composition suitable for life. Fourth, the
environment profides direct amenities that enhance
human enjoyment, education, and spiritual we[l-being.3')

Terkait fungsi lingkungan dalam perspektif ekonomi apa
yang dikemukakan Nicholas A Asford dan Charles C. Caldart
bahwa Pertama, Lingkungan memasok sumber daya alam-
termasuk mineral, kayu, dan minyak dan sumber daya energi
lainnya yang digunakan sebagai input dalam produksi barang
dan servis ckonomi. Kedua, dalam beberapa kasus, lingkungan
berfungsi sebagai reseptor potensial dari watak yang dihasilkan
oleh kegiatan produksi dan konsumsi sejauh produk dapat
diproses secara biologis atau kimia oleh lingkungan hidup.
Ketiga, lingkungan menyumbang air segar dan kebutuhan
makanan untuk mempertahankan kehidupan dan menyediakan
fungsi pendukung kehidupan lainnya, seperti mempertahankan
suhu, 1klim, dan komposisi atmosfer yang cocok untuk
kehidupan. Dan keempat, lingkungan memiliki fasxhtas
langsung vang meningkatkan kenikmatan manusia, pendidikan,
dan kesejahteraan spiritual. ol

Bertitik tolak apa yang dlkemukakan ol
dan Charles C. Caldart di atas an li
terhadap keberlanjutan kehidupan

sangat urgen. Karena lingkungan hidup merup:




dan negara. Untuk mengatasinya diperlukan suatu pendekatay,
yang bijak dalam pengelolaannya.

Selama ini pembangunan ekonomi menjadi alasap
mendasar sebagai faktor yang melakukan degradasi terhadap
mutu  lingkungan, walaupun faktanya tidaklah demikigy
Sehingga UUPPLH Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5)'
mengatur  tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup yang
diharapkan sebagai satu aspek aturan yang dapat mengatasi darj
permasalahan lingkungan hidup yang timbul. Pasal 1 butir 13
memberikan pengertian bahwa baku mutu lingkungan hidyp
adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atay
komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertenty
sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 20 ayat (1) UUPPLH inj
mengatakan ~ bahwa  penentuan  terjadinya  pencemaran
lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk
membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b.
Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenanganya.

Secara nasional, pemerintah telah menetapkan baku
mutu air limbah industri melalui Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku Mutu Air Limbah,
dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahlm 2014 Nomor
1815 yang didalam lampirannya telah disebutkan baku mutu :
limbah berdasarkan jenis industrinya. Misal
industri pelapisan logam, industri galvz
Disamping itu juga pemerintah
limbah industri bagi sektor industri yz
mutu sendiri. Dalam Permen Lingkung
31 dikatakan bahwa Baku mutu air It
atau kadar unsur pencemar dan/at:
vang ditenggang keberadaar
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dibuang atau dilepas Kedalam media air dari suatu usaha
danatau Kegiatan: Pasal 1 butic 29 memberikan pengertian
bahwa air imbah adalah sisa dart suatu usaha dan/atau kegiatan
yvang berwujud cair. Selanjutnya butir 30 mengatakan bahwa air
limbah domestik adalah air imbah yang berasal dari usaha/atau
kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,
apartemen dan asrama,

Seiring dengan perkembangannya dalam rangka menjaga
pelestarian fungsi lingkungan hidup ini Jimly Asshiddigie
menggagas adanya konsepsi Green Constitution dan Ecocracy
menjadi sangat penting untuk dipahami oleh segenap komponen
bangsa Indonesta. Menurutnya:

“Pertama, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup
vang kini teramat memprihatinkan, maka sudah
seyogyanya kita meletakkan dan memperkuat kembali
dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan
hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) dengan berwawasan lingkungan. Kedua,
UUD 1945 sebagai the suprem law of the land pada
dasarnya sudah memuat gagasan dasar mengenai
kedaulatan lingkungan dan eckokrasi yang dapat
distarakan pula nialai-nilainya dengan konsep demokrasi
dan nomokrasi. Oleh karena itu norma-norma lingkungan
hukum lingkungan hidup yang ada didalamnya, secara
tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-
undangan dan kebijakan diberbagai sektor pembangunan
untuk patuh dan tunduk kepadanya.”"’z)

pelestarian fungsi lingkungan hidup karena li
merupakan salah satu komponen dasar semu:
untuk dapat bertahan hidup dalam

) Jimly Asshiddigie, 2009, Green Co
Undang-Undang Dasar Negara Republik Inc
Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. x



keturunannya.  Bagaimana  rusaknya  pelestarian fungy;
lingkungan dapat dilihat dan beberapa kasus tercemarnya atay
rusaknya hingkungan oleh  karena  mengejar pertumbuhay
ckonomi vang menycebabkan tidak adanya prikehidupan lagi
dikemudian hannva.  Misalnya  pertambangan  timah g
Kepulauan Bangka. Wilayah disckitar PT. Freeport Indonesiy
dan  beberapa dacrah  lamnya.  Kondisi  1ni sangat
memprihatinkan dan perlu solust untuk kelanjutannya.

Yuliandre Darwis mengatakan  berkenaan  dengan
pertumbuhan ckonomi hingga saal i, Indonesia scharusnyg
berhasil menciptakan pembangunan yang lebih baik, tetapi
kesenjangan masih terus ttﬂ:rjadi.m Kesenjangan yang terjadi inj
menurut peneliti tercermin dan kehidupan sosial masyarakat
secara kasad mata vang kava sangat kaya dan yang miskin
sangatlah miskin. Fenomena ini menunjukkan pembangunan
vang tidak berkeadilan.

Pembangunan memang satu hal yang harus dilakukan
untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang sejahtera. Di
samping itu, pembangunan yang dianggap sebagai alat
pertumbuhan bagi bangsa Indonesia tidak hanya diharapkan
dapat meningkatkan taraf hidup bangsa, tetapi juga harus
melindungi dan tetap memelihara kelestarian lingkungan.*"

Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik sejalan
dengan hakekat pembangunan sesungguhnya. Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa _mkonoum
nasional diselenggarakan berdasar atas demol
dengan  prinsif  kebersamaan,  ef
berkelanjutan, berwawasan lingkung;
dengan menjaga keseimbangan kemajua
nasional,

" Yuliandre Darwis, 2014, Masya
Prospek Pengusaaha Muda Indonesia Berjaye
Prenadamc,dla Group, Jakarta, him. 15

Ihid .
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Terkait dengan hal ini Jimly Asshiddigie mengatakan
bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional haruslah bersifat
prolingkungan atau melindungi lingkungan hidup sesuai dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
yang menjamin kelangsungan hidup dan terpeliharanya daya
dukung lil;asgkungan untuk  kehidupan  generasi-generasi
selanjutnya.“) Jimly Asshiddigie berkeinginan apa yang kita
nikmati hari ini, generasi selanjutnya dapat menikmati hal yang
sama. Sementara  Suparti Amir Salim terkait dengan
pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa pembangunan
berkelanjutan  mengandung konsep tentang bagaimana
mempertemukan kebutuhan yang terus berubah, secara
kuantitatif dan kualitatif, yang ditentukan juga oleh tingkat
perkembangan teknologi dan kemampuan organisasi sosial
untuk mengelola kemampuan lingkungan. **’ Artinya dalam
melaksanakan pembangunan berkelanjutan perlu pemikiran
yang bijak yang kemudian menjadi sebuah kebijakan hukum
yang tepat sasaran yang selanjutnya dapat memberikan manfaat
kepada banyak pihak.

Berkaitan dengan apa yang sudah diuraikan di atas
Palembang secara geografis, terletak pada 2°59727.99"LS
104°45'24.24"BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 358,55
Km? dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. 0
Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas
Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera.
Selain itu juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan
Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi, perdagangan
antar wilayah yang membuat Palembang semakin

) Jimly Asshiddigie, 2016, Konstitus
Kompas, Jakarta, hlm. 277

39 Quparti Amir Salim at,al, 2010, M
Lingkungan Hidup dan Permukiman 70 Tahu
Keahlian Perumahan Permukiman Sel
Pengembangan Kebijakan Institut Teknolc

1) Wikipedia, Kota Pa
https://id. wikipedia.org, diakses 27 Okt



1

masyarakat luas baik secara Nasional dan Global. Disampp, -
Sungai Musi juga berfungsi sebagai Pusat Air Minum & Ml
(mandi, cuci, kakus) bagi masyarakat Kota Palembang, .

Dalam rangka mengejar visi dan misinya Pemerip,
Kota Palembang terus melakukan pemberdayaan ekong
masyarakatnya diantaranya melalui pengembangan indusl;];
industri baik bersekala besar maupun bersekala keci] seper;
industri-industri kerajinan rumah tangga dan industri lainny,
yang terpusat kegiatannya di Daerah Aliran Sungai Musij (DAS,
MUSI). Industri kerajinan rumah tangga ini pun banygy
macamnya dari kerajinan tangan, sampai dengan kerajingy
tekstil.

Pada penclitian ini akan melihat dampak kegiatap
industri kerajinan tekstil rumah tangga khususnya industri teksti|
yang berakibat tidak baik terhadap lingkungan hidup di Kota
Palembang. Tidak baik yang dimaksud adalah kegiatan industri
yang berpotensi merusak daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam pelestarian
fungsi lingkungan itu sendiri. Hal in1 tentunya kegiatan industri
yang dalam proses produksinya menggunakan zat-zat kimia.
Seperti Kain Songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) dan
batik Palembang.

Sebagaimana telah  disinggung di atas terkait
pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh lembaga terkait
yaitu Dinas Perindustrian Kota Palembang. Pembinaan yang
berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan s
efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang
sedangkan yang dimaksud dengan Pemberdayaan 1
yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rak
dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirir
terpeliharanya tatanan nilai setempat.’”’ Pemberd

;::PusatBahasaDepancmnPendidh
. Sedarmayanti, 2004, Good Governance (#
Baik) Bagian Kedua, Membangun  Sistem A
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konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan
berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan
nilai tambah ekonomi, juga nilai tambah sosial budaya.'” Anu
Kasmel and Pernille Tanggaard Andersen mengatakan bahwa
The community  empowerment process — promotes  the
participation of people, organizations and communities for
increased individual and community control, political efficacy,
improved quality of life and social justice*"

Anu  Kasmel and Pernille Tanggaard Andersen
berpendapat  bahwa  Proses pemberdayaan  masyarakat
merupakan proses promosi partisipasi orang, organisasi dan
komunitas untuk meningkatkan kontrol individu dan komunitas,
keampuhan politik, peningkatan kualitas hidup dan keadilan
sosial.

Pembinaan dan Pemberdayaan yang sudah dilakukan
oleh Pemerintah Palembang selama ini secara ekonomi sangat
membantu masyarakat pengrajin industri rumah tangga, terbukti
selain kain songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) saat ini
masyarakat Palembang tengah giat mengembangkan jenis tekstil
baru yang disebut batik Palembang. Batik ini berbeda dengan
batik Jawa, Batik Palembang nampak lebih ceria karena
menggunakan warna-warna terang dan masih mempertahankan
motif-motif tradisional setempat. Kerajinan industri di atas
semua menggunakan zat pewarna tekstil yang berarti
mengandung limbah Bahan Berbahaya - n yang

[]

kebeberapa tempat produksi kerajinan sor
tajung (blongsong) dan batik di

Meningkatkan Produktivitas Menujz‘& @
Yang Baik), Cet. Kesatu, Mandar Maju, |
9 Ibid

Rapla (Estonia), International Journal o
Health, 8, 799-817; doi:10.3390/
www.mdpi.com/journal/ijerph



rumah tangga baru dapat melakukan peningkatan aspek produkg;
ekonomi saja, sementara untuk aspek ekologi sebagai bagiap
dari pelestarian fungsi lingkungannya belum dapat dilakukap
Karena meraka belum punya alat pengolah limbah industrj
karenanya mereka masih membuang limbah industrinya ke alam
terbuka yaitu ke tanah ataupun sungai yang ada disekitamya.
Bagi mereka hal ini seolah membuang sampah biasa yang tidak
berdampak. “Municipal Waste” is the trash or garbage
consisting of everyday items that arve discarded by the public” *»
Senyatanya sampah ini merupakan barang-barang sehari-har
yang dibuang oleh masyarakat dan pasti berdampak tidak baik
terhadap lingkungan disekitarnya.

Berkaitan dengan bentuk kepedulian Pemerintah Kota
Palembang terhadap fenomena penanggulangan pencemaran dan
perusakan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup inj
khususnya terhadap industri kerajinan tekstil rumah tangga inj
belum ada yang bisa dilakukan secara signifikan, Karena
faktanya belum ada upaya baik dari pengrajin ataupun
Pemerintah Kota Palembang untuk menjaga pelestarian fungsi
lingkungan hidup disekitar tempat usaha secara serius dan
sungguh-sungguh. Satu sisi Pemerintah Kota Palembang masih
melakukan pembiaran terhadap pengrajin untuk tetap melakukan
pembuangan limbah industrinya ke alam terbuka. Dengan kata
lain tidak ada tindakan tertentu dari Pemerintah Kota Palembang
terhadap para pengrajin yang melakukan pembuangan limbah di
alam terbuka. Begitupan terhadap sikap pengrajin yang terus
menerus melakukan pembuangan air limbah industrinya ke alam
terbuka. Secara normatif seharusnya Pemerintah Kota
Palembang harus dapat menindak tegas bagi pelaku usaha
(pengrajin) yang melanggar ketentuan yang berlaku. :

' Rinku Agrawal, Madhu Sharan, Municipal Textile Waste and Its
Management, 2015, Research Journal of Family, Community and Consume
Sciences ISSN2320-902X, Vol. 3(1), 4-9
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Berkaitan dengan hal ini kedudukan pemerintah sebagai
aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan
atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan  negara  yang
melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapal tujuan negara,
Dimana tujuan Negara Indonesia yang tercantum di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia keempat
yang berbunyl “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  mencerdaskan
kehidupan bangsa ...”

Berdasarkan Tujuan Negara Indonesia di atas wajib
hukumnya pemerintah untuk mewujudkannya. Sehingga
permasalahan apapun yang timbul pada masyarakat, dan
masyarakat tidak punya kesanggupan ataupun kemampuan
untuk mengatasinya ataupun mewujudkannya, sudah seharusnya
pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa
terkecuali. Dengan kata lain sudah seharusnya pemerintah untuk
bekerja secara optimal untuk melindungi dan memakmurkan
rakyatnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Negara
Indonesia di atas terkait dengan persoalan lingkungan,
pemerintah mempertegas dalam UUPPLH di penjelasan Pasal 2
huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud de.ngan asas

besarnya bagi kesejahteraan da:n a
generasi masa kini maupun genera
menjamin hak warga negara atas li
dan sehat; dan c. negara menc
pemanfaatan sumber daya ]
dan/atau kerusakan lingkungan hi

Terkait hal ini F
mengemukakan empat fungsi




|

Pertama, sebagat provider, negara bertanggung I Wil
dan memamin suatu standar mimmum kehidupan SCCary
Kescluruhan dan memberikan jaminan sosial Imnny.;
Reda, sebagan regudaror, negara mengadakan AMurgy
kehidupan iwnwgum; Ketiga,  sebaga "”f“'l"'t'm'ur_
negara menjalankan sektor ekonomi melalun badan usahy
milik negara dacrah dan menciptakan suasana yang
kondusif untuk berkembangnya  bidang-bidang  usahg,
Leempar, sebagar wmpire, negara menetapkan standar.
standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sekqor
ckonomi, terutama antara  sektor negara dan  sekior
swasta atau antar bidang-bidang usaha-usaha tertenty *"

Apa yang dikemukakan Friedmann di atas sudah cukup
jelas untuk dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah didalam
menjalakan tugasnya untuk melaksanakan fungsi negara, Hanya
saja- hal i belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,
Karena memang pencgakan hukum di Indonesia secara umum
masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum ini tentunya
banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama berkaitan
dengan kepentingan kepentingan politis.

Berkaitan dengan hal ini PushkarMaitra “says that Many

Jactors hamper law enforcement in Indonesia. As a developing
country Indonesia has less stringent environmental standards
than industrialized Countries """ Dikatakannya bahwa banyak
faktor penegakan hukum tidak berjalan di Indonesia, sebagai
negara berkembang menurutnya Indonesia memiliki standar
lingkungan yang kurang ketat dari pada negara-negara industri
lainnya. Sementara Achmad Romsan mengatakan “says that It
is more profitable for investors since Indonesia does not re

N Sudi fahmi, 2011, Asas Tanggun Jawab Negara S
Pelaksanaan Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan |
Hukum, No. 2, Vol |8 April 2011, him,219

“ PushkarMaitra, Environmental Regulation, Inter
and T ransboundary Pollution, International Economie, Fine
Vol II (available a: Www.colss.net/Sample-Chapters/C 1 3/E] -2
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compliance tostrict environmental standards” **" Apa yang
dikemukakan Achmad Romsan merupakan salah satu faktor
vang juga dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di
Indonesia, dimana banyak keputusan yang lebith menguntungkan
investor  dibandingkan  mengharuskan kepatuhan  terhadap
standar lingkungan yang sudah dibuat,

Dasar pemikiran pentingnya tulisan ini untuk dilakukan
adalah bahwasahnya: Pertama, menindaklanjuti hasil penelitian
Ita Amelia pada 3 (tiga) lokasi pembuangan limbah Tenun
Songket di Sungai Musi Kota Palembang. Dimana diperoleh
rata-rata  konsentrasi krom total (Cr-T) di tiga lokasi
pengambilan sampel sebesar 0.8094 mg/L dan ratarata pH pada
ketiga lokasi pengambilan sampel air berkisar 6.8. Selanjutnya
dapat dilihat pada tabel 1 halaman 23

Kedua, songket, jumputan, tenun tajung (blongsong) dan
batik Palembang merupakan industri kerajinan tekstil rumah
tangga merupakan kerajinan masyarakat Kota Palembang, yang
mempunyai nilai budaya dan filosofi yang tinggi dari sejarah Kota
Palembang. Nilai filosofis yang lahir dari makna (budaya) benda
itulah yang terpancar dari songket dan mengejawantah sebagai
kekuatan dalam tiap aksen dan detail motifnya*®, sehingga harus
tetap dipertahankan keberadaannya. Mempunyai nilai filosofis,
karena Industri kerajinan tekstil rumah tangga ini merupakan salah
satu kebudayaan masyarakat Kota Palembang yang saat ini telah
menjadi Icon Kota Palembang karena motif atau kembang
ada didalam industri kerajinan tekstil ini dapat v

bidang tatanegara, politik, dan pertahanan Kota Pale mbang i

4 ) Achmad Romsan, Suzanna Moha
Responbility For Environmental Human Rights VIOIat
Indonesia, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 22 (S): 111 -

9 yudhy Syarofie, 2014, Songket Palemb
Sejarah dan Tradisi, Dinas Pendidikan Pemerinta Pro
Kegiatan Kreativitas dan Nilai Budaya Sumatera Sel;

7 1bid,



b

Ketiga, Kkerajinan ini dalam pengembangan Prog,
produksi pembuatannya termasuk ~memberikan k()nstrjbus,
dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Yang dimakSu(;
tidak baik terhadap lingkungan dimana sebagai bahan dagg
proses pembuatannya adalah merupakan benang putih yan
harus melalui proses pencelupan pada zat pewarna, Sebagimana
warna yang diinginkan, Sedangkan semua zat pewarna celypg,
berpotensi dengan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
yang dibuang di alam terbuka.

Keempat, dalam perkembangannya kerajinan industn'
tekstil rumah tangga ini menjadi salah satu icon buday,
Sumatera Selatan. Karena dalam pemasarannya saat ini sudaj
sampai ke daerah lain bahkan menjangkau sampai ke [yg
negeri, sehingga tuntutan pasar semakin pesat. Dengan demikiap
semakin banyak permintaan kain songket, jumputan, tenup
tajung (blongsong) dan batik yang harus diproduksi. Karenanya
kerajian industri tekstil rumah tangga ini menjadi lapangan
pekerjaan bagi masyarakat di Kota Palembang. Semakin maju
dan meningkatnya omset permintaan industri kerajinan tekstil
rumah tangga ini di pasaran, artinya semakin dapat menaikkan
pendapatan para pengrajin yang ada di Kota Palembang. Tanpa
disadari, lama kelamaan juga akan memberikan dampak
pencemaran semakin tinggi pada lingkungan disekitarnya.

Kelima, telah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,
selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 46 tahun 2017
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6134
yang merupakan turunan atau ketentuan lebih lanjut dari Pasal
42 dan Pasal 43 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dari UUPPLH

Para pengrajin baru dapat menghitung keuntungan secara :'
ekonomi saja dan belum memikirkan dampak dari kerajWL
yang menopang pendapatan ckonomi mereka. Para pengrajil
kurang menyadari bahwa limbah dari kerajinan mereka lama
kelamaan akan meyebabkan perusakan terhadap lingkungal
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disekitarnya, seperti tanah, air dan semua makhluk (flora dan
fauna) yang berada didalam, di atas dan sekitarnya.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617 bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha
dan/atau kegiatan. Limbah ini kalau melebihi daya tampung
lingkungan akan menciptakan pencemaran. ) Pencemaran
terhadap lingkungan terutama terjadi terhadap tanah, udara dan
air’”.

Keterangan yang diperoleh dari Dinas Perindustrian
Kota Palembang scbagai instansi yang bertanggung jawab
secara langsung terhadap usaha kerajinan tekstil rumah tangga
ini bahwa instansi ini sudah melakukan upaya binaan terhadap
masyarakat pengrajin industri rumah tangga yang ada di Kota
Palembang. Hanya saja binaan yang dilakukan baru terhadap
aspek ekonomi saja, dan belum dapat melakukan pembinaan
dari aspek lingkungan ataupun ckologinya. Karena fakta
dilapangan pengrajin ini masth belum menyadari bahwa limbah
celupan industri kerajinan tekstil rumah tangga ini sangat
berbahaya untuk kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup
yang ada disekitarnya. Selanjutnya dan keterangan yang
diperoleh dari Dinas Perindustrian Kota Palembang bahwa
pengrajin industri tekstil rumah tangga di Kota Palembang xm
merupakan termasuk usaha atau keglatan ang tidak wajib
dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hi
Pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnyz
UPL. Akan tetapi jenis usaha yang wajib
pernvataan  kesanggupan pengelolaan d
lingkungan hidup (SPPL). Karena pengus: L
rumah tangga ini di klasifikasikan sebagai




A

dan kecil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayaf )
UUPPLH. Peraturan Menteri Negara  Lingkungan I]jdup
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pcdmnan

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Berita Ncgara
1 : a . ( » e
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990 memberikgy,

pengertian bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pcngclolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyatagy,
kesanggupan dar1 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatay,
untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungap,
hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atay
kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amda]
atau UKL-UPL. Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi”Penetapan
ienis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayatt
.(1) dilakukan berdasarkan kreteria: a. tidak termasuk dalam
kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasa]

23 ayat 1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro dan Menengah, dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866 memberikan pengertian dalam
Pasal 1 angka | bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang ini memberikan pengertian bahwa Usaha Kecil adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 6 undang-undang ini mengatur
kreteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pasal 6 Ayat i
menyatakan bahwa Kriteria Usaha Mikro adalah sebagal
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berikut: - a. memiliki - kekayaan  bersil paling  banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) tidak termasuk tanal dan
bangunan tempat usaha: atau b, memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp 300.000. 000,00 (tiga ratus juta
rupiah). Sclanjutnya Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa
Kriteria  Usaha  Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki
Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha: atau b. memiliki hasil penjualan tahunan hunan lebih dari
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya apa itu tekstil? Wiklund. S & Diurson
mengatakan bahwa:

Textile is more than clothing and home textiles like bed
sheets, towels or curtains. Swedish Textile and Clothing
Industries Association, TEKO, believes that there are
three dimensions oftextile: fashion and clothing, home
furnishings and technical textiles >” A textile Products

is made of textile fibres. Fibres are twisted into threads,

merged into tissue and finally converted into a textile
product (Wiklund. S & Diurson. V, 1971)""

Dalam memahami pengertian tekstil Wiklund. S &
Diurson memberikan penjelasan bahwa sebuah produk tekstil
terbuat dari serat tekstil. Serat dipilin menjadi benang, digabung
menjadi jaringan dan akhirnya diubah menjadi produk tekstil

Telah disinggung dihalaman sebelumnya bahwa dalam
pengolahan setiap produksi kerajinan tekstil akan menghas:lkg
limbah. Dan limbah yang dihasilkan tergolong limbah pencemar
dan merusak lingkungan. Mensikapi dampak hmh_,
seperti pepatah mengatakan mencegah lebih ba

) Jelina Strand, 2015, Environmental impac
textile,Consumption- a general LCA Study, hlm. 3
Y Ibid,



mengobati. Mencegah terjadinya limbah lebih bk da
membersihkan lingkungan dan zat pencemar,
Bngmmana bahavanya zat-zat yang Icrkumhmg q
limbah industti tekstil Wardhana, menjelaskan “mbﬂ,
industri tekstil merupakan salah satu sumber Pencemgy
berat terutama logam krom yang dihasilkan  dag
pencelupan dan pew amaan. | Textile also produces Wasge
Selanjutnya 1. Saiful, T. Mahmood savs that:
Textiles manufacturing processes like warp prep
weaving, dveing, printing, finishing, and quality
process control, generates lot of waste during
process. The major wastes generated by this sectgy
fiber wastes, varn spinning waste (hard Fiber), off
waste, packaging and spool. Also wet finishing Processe
uses up to 200 liters of water / kilo gram of fiber makiny

55
water polluted ™’

Apa yang kemukakan I. Saiful, T. Mahmood bahy,
tekstil juga menghasilkan limbah. Menurut . Saiful, T
Mahmood proses pembuatan tekstil seperti persiapan lug
menenun, mewarnai, mencetak, menyelesaikan, dan kontrol
kualitas dan proses, menghasilkan banyak limbah selama proses
ini. Limbah utama yang dihasilkan dalam produk ini adalah
limbah serat, limbah pemintalan benang (serat keras)
pembuangan limbah, pengemasan dan spul. Juga proses
finishing basah menggunakan hingga 200 liter air / kilo g

serat yang membuat air tercemar.

¥ Wiryono, 2013, Pengantar llmu Lingkungan,
Kesatu, Pgtclon Media, Bengkulu, hlm. 133 ;
' Wisnu Arya Wardhana, 2004, Dampak Pencemara
Andi Offset, Yogyakarta, him. 45. i
' Hazardous Waste Management Project, 2010, Formulat

In Gujarat

*) 1. Saiful, T.mahmood, 2014, Solid Water |

Quantification and rasio Analysis, Jounal of Environment and Eart
Bangladesh, 4.12
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Selanjutnya Nina Khaerun, menjelaskan logam krom
merupakan salah satu logam sangat beracun yaitu dapat
mengakibatkan kematian atau gangguan kesehatan yang tidak
pulih dalam jangka waktu singkat.>®’ Dapat dikatakan hampir
semua zat wama adalah racun, yaitu merangsang tumbuhnya
kangker.””) Pengrajin tekstil seringkali membuang limbahnya
langsung ke alam terbuka terutama perairan tanpa dilakukan
pengolahan  yang memadai. Ada yang membuang dialam
terbuka karena minimnya pengetahuan dan wawasan si
pengrajin, akan tetapi ada juga vyang sudah tahu akibat
kerusakan yang akan terjadi akan tetapi tetap mengabaikanya
dengan harapan alam akan memprosesnya secara alamiah.
Sejatinya adanya logam-logam berat seperti krom diperairan
tentunya berdampak buruk bagi organisme (flora dan fauna)
yang hidup di perairan tersebut.”®’ Karena daya racun yang
dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai
penghalang enzim dalam proses fisiologi dan metabolisme tubuh
organisme  yang menyebabkan enzim tidak  berfungsi
scbagaimana mestinya sehingga proses metabolisme terputus.””
Begitupun terhadap tanah, air dan lainnya. Pencemaran tanah
adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga
kosentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman
dan biota tanah, dan/atau keseimbangan unsur hara tanaman
menjadi terganggu. Pencemaran tanah dapat bersumber dari
tanah, air hujan, air irigasi, dan banjir."”

Selain itu Heryando Palar mengatakan bahwa kror
dapat terakumulasi dalam tubuh dan masuk d:

*) Nina, Khairun, 2007, Penentuan Kandungan Un
Limbah Tekstil Dengan Metode Analisis Pengaktifan N
Dipenogoro. Yogyakarta, him. 21

") Arief Sumantri, 2015, Kesehatan
Kencana gmmda Media Group, Jakarta, him. 233

™ Ibid

%) KES. Manik, 2016, Pengelolaan Lingku
Kesatu, Ps:?mdamedia Group, Jakarta, him. 105.

Ibid



makanan, sehingga pada tingkat trofik (panas) yang lebih ti"ggi
akumulasi logam tersebut sangat tinggl, akibatnya timpy,
keracunan yang pada tingkat kronis dapat menyebabkap
kematian.®"

Apa yang dikemukakan Heryando Palz?r merupakay,
sesuatu yang memprihatinkan bahkan mengerikan. Artiny,
limbah tekstil ini tidak dapat dibiarkan dan dipandang sebelal,
mata, Karena sangat jelas secara teor dari ilmu pengetahuan
yang dikemukakannya adalah sebuah ancaman b-agl keamanap
dan kenyamanan bagi semua makhluk hidup d'lSCkltaI‘lea.

Di bawah ini untuk memperjelas bagaimana limbah yang
dihasilkan dari salah satu kerajinan yang menggunakan zat
ukakan hasil penelitian Ita Amelia
dalam bentuk tabel. Hasil penelitian limbah Tenun Kain Songket
yang dilakukan oleh Ita Amelia dikawasan Sungai Mum Kota
Palembang pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukannya diperoleh rata-rata konsentrasi krom total (Cr-T)
di tiga lokasi pengambilan sampel sebesar 0.8094 mg/L dan
ratarata pH pada ketiga lokasi pengambilan sampel air berkisar

6.8.

pewarna, penulis mengem

Tabel 1.
Rata-rata Konsentrasi Krom Total dan Kadar pH di Daerah
Industri Tenun Songket Sungai Musi Kota Palembang

No. Lokasi Rata-rata Cr Total ‘(;ﬂgﬁu) pH

l. I 0.8089 6.7
2 Il 0.8096 6.8
3. 111 0.8098 6.8

Catatan: Memenuhi standar jika kadar krom total dibawah I
mg/L.  berdasarkan Peraturan Gubernur S '
Selatan No 18 Tahun 2012.

61)
Heryando Palar. 2004, Pencemaran dan Toksi _—
Berat, Rineka Cipta, Jakarta, him. 32. n Toksikologi Loj
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Berdasarkan  Peraturan Gubernur  Sumatera  Selatan
Nomor 8 tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri,  Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan
pertambangan Batubara rata-rata konsentrasi krom total di tiga
lokasi pengambilan sampel yang dilakukannya yaitu di tiga titik
Daerah Aliran Sungai Musi (DAS) Kota Palembang masih di
bawah standar yaitu di bawah | mg/L.%?

Mencermati hasil penelitian di atas bahwa pencemaran
limbah songket masih dibawah standar baku mutu berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012, artinya Sungai Musi
masih dapat dikatakan aman. Menurut penulis untuk sementara
waktu benar dapat dikatakann aman, akan tetapi bagaimana
untuk dihari mendatang, dan bagaimana untuk semua industri
tekstil lamnya. Berjalannya waktu, industri tekstil rumah tangga
ini terus berproduksi sebagaimana tuntutan pasar, akibatnya
limbahnya pun terus bertambah mewarnai lingkungan
disekitarnya. Sejauh ini daya dukung dan daya tampung
lingkungan disekitarnya masih dapat mengatasinya melalui
proses alam. Sampai berapa lama hal ini untuk ditoleransi,
menurut penulis seiring dengan waktu hal ini merupakan suatu
ancaman apabila pemerintah Kota Palembang tidak mengambil
suatu tindakan. Fenomena ini merupakan salah satu wujud dari
pembangunan ekonomi yang menggerus fungsi lingkungan
disekitarnya. Akibatnya bagaimana mungkin Sustainable
Development dapat untuk ditegakkan.

Limbah cair industri telah menjadi masalah utama dalam
pengendalian dampak lingkungan industri tekstil. Masuknya zat
warna dari limbah ke perairan mengakibatkan karakter fis
dan kimia dari sumber daya air berubah. ) Agar dapat
memenuhi baku mutu, limbah cair harus diolah secara terpadu,
baik yang dihasilkan selama proses produksi maupun setelah

%2) 1ta Emilia, 2014, Analisa Krom Total di Daerah Indusmi
Songket Sungai Musi Kota Palembang, Jurnal Sainmatika 11 (2)3 3

63)" hitps://iwanhtn.wordpress.com, Pengolahan Limbah Industr
Tekstil, diakses 2 Juli 2017. .



1

proses produksi. Pengelolaan limbah cair di dalam proseg
produksi  dimaksudkan untuk meminimalkan  volume,
konsentrasi, dan toksisitas limbah.”"’ Pengelolaan limbah caj;
setelah proses produksi dimaksudkan untuk menghilangkan atay,
menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung ¢
dalamnya, sampai limbah cair memenuhi syarat untuk dapat
dibuang (memenuhi baku mutu yang ditetapkaq). _ d

Di Palembang terdapat beberapa sentra industri kerajinan
tekstil rumah tangga yang dapat ditemui di bebarapa Kecamatan

di Kota Palembang, untuk kain songkat terdapat di 8 Ihr, 17 Il(i’ls-,)
30 Ilir, 32 Ilir, 35 Hir, 1 Uly, 12 Ulu, 13 Ulu dan 14 Ulu.

Untuk sentra Jumputan dan Batik Palembang terpusat dj
Seberang Ulu | tepatnya di Jalan Aiptu Wahab. .Sedangkan
untuk Sentra Tenun Tajung (blongsong) terpusal di Seberang
Ulu I, 15 Ulu dan Sungai Ogan.””’ Dalam proses produksi dari
setiap pembuatan kain industri tekstil di atas pasti didahului oleh
kegiatan pencelupan benang. Dari penelitian yang dilakukan
oleh Ita Emilia terhadap limbah songket bahwa sctiap proses
pencelupan akan menghasilkan air limbah 40 lLiter/hart untuk
satu stel limar untuk satu jenis warna sedangkan warna yang
dipakai bermacam-macam. Jumlah unit usaha pencelupan
benang ada 83 unit, jadi dalam sebulan dihasilkan 1200 liter air
limbah atau 438.000 liter/tahun untuk satu jenis warna. Bila
warna yang digunakan terdiri atas 5 macam warna maka akar
dihasilkan limbah cair sebanyak 2.190.000 liter/tahun. |
dapat dikatakan keseluruhan dari industri tekstil
merupakan industri kerajinan tekstil rumah
dilengkapi dengan pengolahan air limbah yang mema

*) hitps://iwanhtn. wordpress.com, Peng
Teksil, digzksav 2 Juli 2017.



Hemat penulis untuk mengatasi permasalahan limbah
industri kerajinan di atas diperlukan kebijakan Pemerintah Kota
palembang yang lebih arif dan realistis dalam melihat
permasalahan di atas. Karena untuk mensinergiskan antara
kepentingan  pengrajin  yang  secara umum  untuk
mempertahankan  ekonominya dengan kepentingan ekologi
sebagaimana tuntutan undang-undang yang berlaku. adalah tidak
mudah untuk dilaksanakan. UUPPLH dan beberapa peraturan
perundangan yang terkait mewajibkan adanya alat pengolah
limbah agar pencemaran dan perusakan tidak terjadi. Untuk
melaksanakan perintah undang-undang umumnya pengrajin
tidak memiliki dana untuk membeli alat pengolah limbah.
Karena alat pengolah limbah tergolong mahal. Karena umumya
pengrajin ini punya modal usaha yang pas-pasan saja. Bahkan
umumnya rata-rata mereka sebagai pekerja atau upahan. Dari
uraian di atas dapat disimpulkan diperlukannya kebijakan
Pemerintah  Kota Palembang terkait masalah pendanaan
lingkungan.

Secara umum arah pembangunan Kota Palembang dalam
periode  2005-2024  adalah  untuk  mewujudkan  misi
pembangunan secara terencana, terintegrasi, dan sinergi dari
semua perencanaan untuk mensejahterakan rakyat dan
memajukan Kota Palembang agar menjadi kota yang
berkualitas, mandiri, dan berbudaya. © ' Masyarakat yang
sejahtera berarti meningkatnya daya beli rakyat, memperoleh
pelayanan publik yang prima, dan merasa nyaman dahm
melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kota Pals g
yang maju berarti kota yang berkualitas, mandiri, dan
dengan memiliki prasarana dan sarana perkotaan yang semak
lengkap sehingga sangat kondusif untuk semua aktivitas.

Dalam buku ini akan menelaah pe gt 1 meng
kebijakan vang berkaitan dengan instrumen pend

¢7) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kotz Pale
2024, Baliteks Unsri, Palembang, 2006, him. 70-73.



lingkungan hidup khususnya pada usaha mikro dan usah,
di Kota Palembang. Agar mudah untuk dipahamj ., |
dijelaskan bahwa pengaturan yang dimaksud adalah proges, cary

) sedangkan kebijakan adalah a |
perbuatan mengatur, = S€ ] rah untyy
bertindak.””’ M. Solly Lubis mengatakan bahwa:

Kata kebijakan berasal darn bf?nruk dasar bijak van
mendapat konfiks ke-an. Kata ini mengandung Makn,
garis haluan (dalam bahasa Inggris Policy). Garis haj
sebagai istilah mcngandu.ng- mal-.(na (1) “ra“gkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencang
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan’ dan
cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan )

“pernyataan cita-cita, manajemen dalam usaha mencapg;
I
sasaran.

keej)

Melihat pengertian kebijkan di atas, betapa pentingnyy
scbuah kebijakan. Karena kebijakan dapat menghantarkan pada
scbuah tujuan atau apa yang dicita-citakan. Begitupun kebijakan
yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Permasalahan
lingkungan dapat diselesaikan dengan mendasarkan dari suatu
kebijakan. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini
yang salah satunya untuk dapat mensinergikan kepentingan:
pengrajin tekstil rumah tangga dan ckologi perlunya sebual
kebijakan pengaturan yang berkaitan dengan
lingkungan hidup. "

Berkaitan dengan masalah kebijakan lingkungz
khusus telah dirumuskan dalam Principle 11" stating the

The environmental policies of all States sk oulc

and not adversely affect the p esent

development potential of developing ce

I

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan N sional
Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijake

ke Penyusun Model-Model Implementasi Kehijakan ;
Bumi Ak_’soan. Jakarta, him. 9 :
'M. Solly Lubis, 2014, Politik Hukum dan

??”d Policy and Publik Policy), Cet. Kesatu, L
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should they - hamper the attainment of better living
('(h'hﬁ”.(”l.\'_f(.)]' (I”. ("'tl (3’)’)"”,"-,""(. .\'f(’[).\‘l .\'h””l(”’(’ lak()n
by States and international organizations with a view to
reaching agreement on meeting the possible national and
iternational economic consequences resulting from the

app! “'*_j’,“ mof environmental measures. |United Nations
1972]

Dari rumusan  tersebut - diminta  berkaitan  dengan
kebijakan lingkungan dari semua Negara harus meningkatkan
dan tidak mempengaruhi potensi pengembangan sekarang atau
masa depan negara-negara  berkembang, mercka pun tidak
scharusnya menghambat pencapaian kondisi hidup yang lebih
batk untuk semua, dan langkah-langkah yang tepat harus
diambil oleh negara dan organisasi internasional dengan tujuan
untuk mencapai  kesepakatan pada pertemuan konsekuensi
ckonomi nasional dan internasional mungkin dihasilkan dari
penerapan langkah-langkah lingkungan

Dalam kaitannya dengan hal di atas maka peranan
hukum dalam hal ini justru merupakan benteng, agar kerusakan
tidak semakin menjadi jadi dan hukum harus dapat mencegah
agar tidak terus menerus tejadi kerusakan lingkungan.m Hukum
harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah
kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat
untuk semua pihak.”” Karena itu hukum harus bermanfaat untuk

lingkungan dapat menjadi embrio sebuah peraturan perund
undangan lingkungan. Pound dalam teorinya “/aw as a |
social control engineering”’ mengatakan hukum itu merug
keseimbangan kepentingan. Kepentingan kepentingan

") Tomasz Zylicz, "Goals and Principles of E
Policy", International  Review ofEnvironmental and Resq
Vol. 3, No 4, 2010, pp. 299-334[http://dx.doi.org/10.1561/101.00¢
) Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 65
79 Abdul Manan, 2009, Aspek-Aspek Pengubah Hu
Kencana Prenada Media, Jakarta, him. 7



harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang
proporsional. ' Setiap usaha yang diarahkan untuk membuat;:
mengimplementasikan, maupun menegakkan NOMMa-Norm,
hukum tersebut, senantiasa harus fi_iletakkan dalam. _koﬂtekg'
sosial yang bergerak secara dinamis.~’ Cara pan@g ini sangy
relevan dengan apa yang disampaikan Sayipto bahwa
menjalankan hukum pada dasarnya adalah mencarl  day
menemukan makna sebenamya dari suatu peraturan, karep,
hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilaj,™®
Karena makna dan nilai berisi apa yang Seyogyan'ya haryg
7 ) Sebagaimana cita hukum pancasila yang

dilakukan. ' o
mempunyai unsur keadilan. kehasilgunaan (doelmatigheid) dan

kepastian hukum. *’ Dengan demikian hukum tidaklah dapa
dipandang sebelah mata, karena hukum merupakan sgana untuk
mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan
pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
jelaskan pada halaman sebelumnya. Oleh karena itu peraturan
tidak cukup hanya dibaca dengan menggunakan kecerdasan
intlektual/ rasional semata. Berkaitan dengan hal ini Sunaryati
mengatakan semua ini harus dicapai berdasarkan Filsafah

") Bernard L. Tanya,ar al.Op. Cit, hlm. 155
) Rahmat Bowo Suharto, Merefleksikan Hukum Lingkungan
Dalam Perspektif Esmi Warassih, Makalah disajikan dalam Semina
Nasional dengan tema “Merefleksikan dan menguraikan Pemikiran Hi
Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan™ Dise
oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dan Kelomps
Hukum Esmi Warassih (Kedhewa), di Aula Pascasarjana
Diponogoro, Semarang, 20-21 Oktober 2016 .
) Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Pro
Kedua, Egitor I Gede A. B. Wiranata et al, Buku Kompas, Jakarta
' Sudikno Mertokusumo, 2016, Mengenal H
flengantar. Edisi Revisi, Cet. Kelima, Cahaya Atma Pusaka, Y
™) Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi Te
Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafe
Hukum sebagai landasan pengembangan limu
Cet. Ketiga, Mandar Maju, Bandung, him. 18]
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Pancasila © ' Dengan Kata lain Pancasila harus menjadi
paradigma dari setiap pembangunan hukum di Indonesia. *"’
Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan kalau sistem hukum
Indonesia didasarkan pada Pancasila maka sama saja dengan
mengatakan, bahwa landasan atau fundamental hukum
Indonesia adalah hidup dan prilaku yang baik. Kelima sila
Pancasila sebagal bahasa konstitusi dapat dijabarkan ke dalam
bahasa kehidupan sehari-hari.*"

D1 samping itu buku ini juga akan melihat pengaturan
ataupun kebijakan instrumen pendanaan lingkungan ini yang
berbasis asas manfaat. Dimana dari empat belas asas yang
terdapat dalam UUPPLH ini, buku ini lebih menekankan pada
asas manfaat dibandingkan dengan asas lainnya, karena peneliti
lebih melihat urgensinya asas ini dibandingkan dengan asas
lainnya. Jika disandarkan pada ajaran Cita Hukum (/dee des
Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus
ada  secara  proporsional  yaitu  kepastian  hukum
(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeif) dan kemanfaatan
(zweckmasigkeir). Sekiranya dikaitkan dengan penegakan
hukum sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch dalam idee
des recht di atas, dimana penegakan hukum harus memenuhi
ketiga asas tersebut®. Karena itu diharapkan hukum ataupm
kebijakan yang akan diciptakan yang berkaitan
instrumen penadanaan lingkungan ini harus dapat n
manfaat tidak hanya dari sisi sosial ekonomi saja, a:
juga memberi manfaat terhadap lingkungan juga.
instrumen pendanaan lingkungan ini merupakan p

) CF.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Mer
Hukum Nasional, Cet. Kesatu, Alumni, Bandung, him. 2

%09 Moh. Mahfud MD, 2011, Memba
Menegakkan Konstitusi, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Je :

D Qatjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum
Media Nusantara, Jakarta, him. 53

82) Pence M. Wantu”Antinomi Dalam Pe
Hakim” Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 1
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



dua kepentingan yaitu pembangunan ekonomi dan keadilan
ckologis. Disamping itu Kebijakan Pengaturan Instrumen
Pendanaan Lingkungan Hidup ini diharapkan sebagai bentuk
penaatan manusia sebagai sabjek hukum. Peneliti berharap
nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota
Palembang benar-benar menjadikan asas manfaat sebagai salah
satu dasar pijakan pembuatan Perda yang berkaitan dengan
pendanaan lingkungan hidup. Sehingga pengaturan secara teknis
yang ada pada PP Nomor 46 Tahun 2017 dalam UUPPLH
khususnya yang terkait dengan instrumen pendanaan lingkungan
benar benar terimplementasi dengan baik dan benar, dan bukan
hanya sekedar menjalankan kepentingan politis saja, dimana
turunan dari Peraturan Pemerintah ini akan diwujudkan karena
perintah UUPPLH mewajibkan untuk melaksanakannya, akan
tetapi dikhawatirkan setelah dibuat aturan turunan (Perda)
dengan dana, waktu dan tenaga dari Sumber Daya Manusia
terkait tidak dapat terlaksana dengan alasan alasan Kklise,
terutama dengan alasan dana realisasi yang tidak ada ataupun
alasan lainnya. Jadi yang dimaksud peneliti disini pembuatan
kebijakan ataupun peraturan turunannya dalam hal ini
pendanaan lingkungan ini juga benar benar memenuhi syarat
formil dan materil dari pembuatan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Disamping itu harus ada keseriusan dan
tekad dari Pemerintah Kota Palembang khususnya instansi
terkait untuk dapat melaksanakannya.

Secara umum asas manfaat merupakan as
umum. Bellefroid mengatakan dalam Notoamidjy
hukum umum merupakan norma dasar yang ¢
hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak diar
aturan-aturan yang lebih umum. Menurutnya
itu merupakan pengendapan hukum positif d:
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas
prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konk

ke

) Sudikno Mertokusumo, OP.Ciz, hlm. 42 ;-I
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merupakan pikiran dasar yang umum si!‘atnya."’” Jadi dapat
dikatakan bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang
konkrit (nyata) melamnkan merupakan latar belakang peraturan
vang konknt. Undang-undang Perlindungan dan Pengeloaan
Lingkungan Hidup Pasal 2 huruf ¢ yang dimaksud dengan asas
manfaat adalah bahwa segala  usaha dan/atau  kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan
lingkungannya. Jadi diharapkan pengaturan ataupun kebijakan
mstrumen  pendanaan  lingkungan kedepan tidak saja dapat
memberikan kemanfaatan hanya dari aspek sosial ekonominya
saja, akan tetapi juga memberi manfaat dari aspek ekologisnya
juga. Karena sebagaimana yang sudah disinggung dihalaman
sebelumnya bahwa kehadiran aturan hukum instrumen
pendanaan  lingkungan  hidup ini  bertujuan  untuk
menyeimbangkan tiga kepentingan yaitu kepentingan ekonomi,
sosial dan kepentingan lingkungan itu sendiri. Lebih jauh
diharapkan kedepan kehadiran pengaturan tentang intrumen
pendanaan lingkungan hidup ini tentunya akan bermanfaat bagi
berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat dan lingkungan itu
sendiri.

Dengan mencermati makna yang terkandung di dalam
Pasal 42 ayat (1) UUPPLH, bahwa”dalam rangka melestarikan
fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi
lingkungan hidup”. Makna dari kata wajib adalah mer
sebuah keharusan. Kamus Bahasa Indonesia mengartika
adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dila
(ditinggalkan).85 ) Karena selama ini lingkungan ti




hukum (terutama yang berorintasi profit) banyak menggunakay,
sumber daya alam secara berlebihan (over use), dan cenderung
membabat habis tanpa berpikir akibat bagi generasi yang akap
datang. Tentu yang tersisa hanya derita dan bencana yang
harus ditanggung baik harta, benda dan nyawa. UUPPLH
memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang
bcrfungs: membenkan arahan bagi sistem hukum lingkungan
nasional.”’ Untuk itu usaha memberi suatu biaya lingkungan
yang ada pada Pasal 42-43 UUPPLH, ini sebagai langkah awa]
untuk mereformasi dari Undang-undang sebelumnya vyaknj
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699. Gagasan yang
terkandung dalam pasal tersebut, sebagai pengejawantahan dar;
prinsip biaya lingkungan dan sosial yang terintegrasikan ke
dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
penggunaan sumber daya alam, sehingga pada akhirnya terjadi
internalisasi  “ekternalitas™ dalam arti cksternalitas harus
menjadi  bagian dari pengambilan keputusan. " Dengan
memanfaatkan instrumen yang ada di dalam undang-undang
tersebut berupa pengaturan dalam bentuk larangan dan sanksi,
diharapkan pembangunan ckonomi kedepan tidak menjadi
scbuah alasan utama sebagai perusak hingkungan. Substansi
instrumen ckonomi lingkungan hidup yang d:atur dalam
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lir
Hidup imi terlihat masih sangat

ketentuan Pasal 43 ayat 4 me

*) Yulanto Araya, “Pene
Tengah Pesatnva Pembangunan Nas
Vol.10 No.1 Tahun 2013, him.50.

") Iskandar, Instrumen Ek

Dekan FH PTN Wilayah Barat di
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pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah,
dan di daerah tentunya juga perlu pengaturan.™

Kedepan kebijakan instrumen pendanaan  lingkungan
hidup ini, diharapkan sarana paling cepat dalam upaya penaatan
pengendalian  pencemaran, akan tetapi sayangnya Peraturan
Pemerintah seperti yang diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (4)
UUPPLH baru terbit 10 November 2017 vyaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup, dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134. Tenggang waktu
terbitnya PP No. 46 Tahun 2017 ini dari amanah yang diberikan
oleh UUPPLH ini cukup lama tepatnya kurang lebih delapan (8)
tahun, sehingga instrumen ekonomi lingkungan hidup ini dapat
dikatakan belum berjalan secara efektif sebagaimana yang
diwajibkan oleh UUPPLH di atas. Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup merupakan sesuatu yang baru, pada dua (2)
undang-undang lingkungan hidup yang lama hal ini belum
diatur. Selama ini instrumen ekonomi lingkungan hidup hampir
belum permah di tangani secara khusus. Jadi belum banyak
orang yang mengerti apa lingkup instrumen ekonomi dalam
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah
diamanahkan di dalam UUPPLH dan PP No 46 Tahun 2017.
Adapun instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam UUPPLH
dimaksud meliputi:
1. Intrumen Perencanaan Pembangunan dan kegiatan ekonomi
2. Instrumen pendanaan lingkungan hidup )
3. Insentif dan/atau disentif

Substansi Undang-Undang ini masih sanghbai
Karena itu Undang-undang ini mengamanatkan peng
lanjut dalam bentuk PP, yaitu PP No 46 Tahun 017 ¢
instrumen ekonomi ini, memuat beberapa terot
upaya pengendalian lingkungan hidup. M

) Ibid



Y

seberapa jauh substansi ini dapat dilakukan secara OPerasiong)
Ambillah contoh substansi instrumen pendanaan lingkungay,
Point ini membuka kemungkinan sumber-sumber pendanagy,
bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Terdapy
kewajiban dari berbagai pihak untuk menyediakan dana bag;
pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui Instrumen ekonomi lingkungyp,
hidup adalah amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasap
untuk tidak melaksanakannya. Setiap orang adalah subyek dari
undang-undang ini, karena itu adalah kewajiban semua orang
untuk  melaksanakannya.  Substansi instrumen  ekonom;
lingkungan hidup, sekaligus merupakan peluang bagi usahy
Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usapy
untuk memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan
hidup. Peluang usaha ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja
yang cukup baik untuk pelaksanaannya.

Sesungguhnya  dapat  dikatakan  bahwa  masalah
lingkungan tidak selesai hanya dengan memberlakukan undang-
undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Karena suaty
undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih diuyi
dengan pelaksanaan ataupun implementasinya dan merupakan
bagian dari mata rantai pengaturan atau regulasi pengelolaan
lingkungan.  Dalam  merumuskan  kebijakan  lingkungan,
Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai.
Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan
cara bagaimana penetapan tujuan dapat dwq m
masyarakat. Untuk dalam pembuatan pengatur
kebijakan haruslah terpenuhi syarat materil

Dari kaca mata ekonomi, penyalak
sumber milik bersama timbul karena tic
keseimbangan yang muncul dengan |
membatasi eksploitasi. Sehingga, dampa
timbul tidak dimasukkan dalam &
dilihat beberapa hotel dan
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usaha penyablonan/pewarnaan tekstil, umumnya
meminimumkan — ongkos/biaya  dengan  cara membuang
limbahnya ke tanah atau ke sungai tanpa melalui suatu sistem
pengolahan. Cara tersebut tentu dapat mencemarkan badan
sungai‘tanah  dan  akan  menimbulkan  ongkos  untuk
pembersihannya. Hal tersebut harus diderita oleh masyaraka
kita sendint sebagai pengguna sumber daya, secara langsung
maupun tidak langsung.

Hal lain  adalah akibat terjadinya  pelanggaran-
pelanggaran lokasi tempat bisnis/usaha seperti yang terjadi di
sepanjang anak Sungai Musi dan dibeberapa tempat sentra
pembuatan industri rumah tangga di Kota Palembang. Di
samping itu juga, ketidaktahuan masyarakat dan institusi dapat
pula menjadi penyebab terjadinya dampak/efek lingkungan
hidup 1tu, seperti; banyak masyarakat yang belum memahami
bahava penggunaan zat pewarna tekstil dalam bentuk air
celupan dari industri rumah tangga ini. Atau sistem institusi
belum maksimal dapat menunjang pencegahan perusakan
lingkungan hidup walaupun pada dasarnya masyarakat sudah
menyadari dampak/efek kerusakan lingkungan tersebut. Selama
ini pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang demikian menyebabkan
para ekonomi dan pembuat keputusan mencari hubungan yang
lebih mendalam tentang ekonomi, siklus, bisnis dan
ketenagakerjaan. Mereka yang senang dengan tolok ukur ini
umurnya tidak mempedulikan tentang masalah lingkungan mu
langkanya suatu sumberdaya alam. Sehingga admya " urun
sumberdaya alam, dan kerusakan lingkungan sama sek
tercermin dalam indikator tersebut. '

Dalam masa kini, banyak instrumen
yang hanya menjadi mandul tanpa dapat berbuat
kerusakan lingkungan hidup dan penurunan s
yang telah terjadi. Sebagaimana contoh




pencemaran limbah atau sablon/pencelupan. Kendati suda,
membuat masyarakat sekitarnya resah, para pelaku belum big,
dijerat dengan pasal-pasal dari undang-undang lingkungyy,
hidup. Padahal ancaman bagi pelaku pencemar lingkungay,
sangat berat, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahyy,
penjara dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000, (tiga miliay
rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milig;
rupiah). Kesulitan lain adalah masih adanya pelaku-pelaky
bisnis yang tidak memperhatikan dokumen lingkungan sepert;
dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan dokumen
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), padahal dokumen
tersebut telah disepakti untuk dilaksanakan.

Dalam perkembangan di masa mendatang lingkungan
hidup wajib dicegah kerusakannya, schingga Palembang Emas
yang telah disepakati bersama benar-benar dapat terealisasi
dengan baik. Yang menjadi permasalahannya kini adalah
bagaimana mensinergikan pengusaha/pelaku bisnis dalam hal ini
pengrajin industri rumah tangga dapat melakukan usaha atau
kegiatannya tanpa merasa dibebani oleh faktor biaya mutu
lingkungan hidup tersebut. Selama ini kerusakan sumber daya
atau pencemaran yang terjadi oleh adanya suatu kegiatan
bisnis/usaha umumnya ditanggung oleh masyarakat dan
pemerintah. Dalam buku ini peneliti akan lebih memfokuskan
penelitian pada instrumen ckonomi lingkungan yang kedua yaitu
instrumen pendanaan lingkungan lingkungan hldup Yang
melatarbelakangi peneliti lebih memfokuskan penelitiz
instrumen pendanaan lingkunga hidup ada bebera
pertimbangan. Disamping agar lebih fokus dan tidak
ada dua alasan yang sangat mendasar. Pertama, penel
limbah industri tekstil rumah tangga ini, masih dian
dalam arti tidak dianggap berbahaya, terbukti
penanganan secara serius dari pelaku usaha, pelak
hal ini pengrajin industri tekstil belum puny
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limbah karena tidak ada dana untuk memiliki pengolah limbah,
dan pemerintah Kota Palembang tidak ada tindakan serius dalam
menangani masalah ini. Dapat dikatakan sisi ekologis masih
diabaikan sebagaima yang sudah sedikit disinggung dihalaman
sebelumnya. Kedwa, peneliti mencermati dalam Pasal 20 ayat
(2) PP Nomor 46 Tahun 2017 mengatakan bahwa instrumen
pendanaan  lingkungan  hidup dapat  menjadi  mekanisme
penerapan instrumen  perencanaan  pembangunan  kegiatan
ckonomi dan instrumen Insentif dan/atau Disentif. Jadi betapa
urgennya mtrumen pendanaan lingkungan didalam pengelolaan
lingkungan hidup sehingga lingkungan dapat berkelanjutan.

Karenanya penggunaan instrumen pendanaan lingkungan
hidup selayaknya dapat segera diwujudkan karena satu sisi
instrumen tersebut dapat mempengaruhi estimasi harga tetapi
juga akan memberikan suatu keputusan perilaku bisnis/usaha
vang lebih mengutamakan konservasi sumber daya dan
pemulihan lingkungan hidup.

Di samping itu tidak kalah pentingnya adalah
mewujudkannya dalam bentuk sebuah kebijakan dengan
berbijak pada asas manfaat. Hemat peneliti asas manfaat ini
wajib menjadi dasar setiap keputusan pemerintah didalam
membuat ataupun mendukung program ekonomi rakyat di
Kota Palembang. Jadi tidak hanya mengejar sisi manfaat
secara ekonomisnya saja akan tetapi harus wajib ada
pertimbangan ckologisnya juga. Pemerintah Kota Palembang
harus ada tekad yang kuat, dengan merasa Wa]lb hukumnyt
untuk berpijak pada asas manfaat dari setiap kebi
dibuat, terutama kebijakan yang berkaitan le
kerakyatan dan sumber daya alam. Karena
perlindungan dan pengelolaan ling|
bahwa asas manfaat merupakan seg
pembangunan yang dilaksanakan dis
sumber daya alam dan lingkungan hidup
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kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengay
lingkungannya.

Dalam revisi terakhir yang diajukan salah satu paka;
lingkungan Sundari Rangkuti, bahwa instrumen kebijaksanaap
lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah melalui berbagai sarang
yang bersifat pencegahan atau setidak-tidaknya pemulihap
sampai pada tahap norma kualitas lingkungan. Kebijaksanaan
lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan carg
begaimana penetapan tujuan dapat dicapai melalui pilihan
optimal terhadap berbagai jenis instrumen kebijaksanaan
lingkungan yang disclaraskan dengan kesepakatan internasional
yang meliputi sebagai  berikuti:  baku mutu lingkungan,
AMDAL, izin lingkungan, instrumen ckonomik dan audit
lingkungan. Instrumen ckonomik telah dituangkan di dalam
principle 16 Deklrasi Rio dan penerapannya dilakukan melalui
pajak atau pungutan pencemaran air, udara dan bising. *’
Sclanjutnya Menurut Siti Sundan Rangkuti menegaskan bahwa
undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar
pelaksanaan  dari  scluruh  kebijaksanaan  pemerintah.  Dalam
hubungan ini terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi
kebijaksaan dan sebaliknya. Menurutnya terdapat  hubungan
langsung antara kebijaksaanaan dan hukum. Hukum merupakan
pula untuk mewujudkan kebijaksanaan. Selanjutnya dia juga
mengatakan bahwa "Legal Policy” yang dituangkan da
undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, dal;

hukum sebagai instrumen dasar untuk
menerima nilai-nilai baru.™

merupakan prasyarat dari tercapai kualitas
sekarang dan yang akan datang. Ini sesu:
dokumen yang dihasilkan oleh United Na

* ) Siti Sundari Rangkuti,
Kebijaksanaan lingkungan Nasional,

Airlangga Umversny Press, Surabaya, |
™ Ibid, him.114-115
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Environment and Development (UNCED), dan terdapat 5 (lima)
prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan yaitu: 1. Keadilan antar generasi (Intergenerational
equity); 2. Keadilan dalam satu generasi (Intragenerational
equity); 3. Prinsip pencegahan dini (Precautionary principle); 4.
Perlindungan  keanekaragaman hayati  (Conservation of
biological diversity); 5. Internalisasi biaya lingkungan dan
mekanisme insentif (Internalisation of invironment cost and
incentive mechanism)®

Prinsip terakhir tentang internalisasi biaya lingkungan
dan mekanisme insentif adalah suatu prinsip yang pada intinya
untuk menekankan dari suatu keadaan, dimana penggunaan
sumber daya alam (resourse wuse) kini merupakan
kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar (market force
and opportunity). Prinsip ini dikembangkan di dalam Pasal 42-
43 UUPPLH Sebagaimana yang telah dikemukakan dihalaman
sebelumnya.

Selama ini kepentingan yang tidak terwakili dalam
pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar
diabaikan dan menimbulkan dampak merugikan bagi mereka.
Dampak yang dimaksud dengan istilah ekseternalitas, sebab
kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan
komponen ekternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses
pembentukan harga pasar. Sementara The principle states that
"the environmental costs of economic activities, including the
cost of preventing potential harm, should be internalized rather
than imposed upon society at large.” All issues related
toresponsibility for cost for environmental remediation and
compliance with pollution control regulations involve this

principle.’”

91) Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance dan Hukum

Lingkungan, ICEL, Jakarta, hlm. 162-163 e
92) Meenakshi Saxena, International Environmental Laws-Concept,

Elements and Princip[es, International Journal ()f Reseamh-Granthaalayah
Social Issues and Environmental Problems, Vol.3 (1ss.9:SE): Sep, 2015
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Meenakshi Saxena menyatakan prinsip itu bahwa "biay,
lingkungan dari kegiatan ekonomi, termasuk biaya mencegyy
potensi bahaya, harus diinternalisasikan daripada dikenakap,
pada masyarakat luas." Semua masalah terkait tanggung jawap,
atas biaya untuk perbaikan lingkungan dan kepatuhan terhadap
peraturan pengendalian polusi melibatkan prinsip ini. Apa Yang
disampaikan Meenakshi Saxena kalau peneliti simpulkan bahwy
ia lebih menyetujui biaya lingkungan dari kegiatan ckonom;
alaupun semua masalah yang terkait dengan masalah lingkungap
janganlah dibebankan pada masyarakat. Akan tetap1 dibebankap
pada prodak yang dihasilkan. Jadi disini pemerintah harus tegas
untuk memberlakukan pada setiap pelaku usaha harus sudah
memperhitungkan biaya keamanan lingkungan. Karena sangat
diyakini masyarakat tidak akan mempunyai kemampuan untuk
mengatasi  kerusakan dari  pada lingkungan. Akibatnya
masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup tidak memiliki suatu mekanisme
untuk  memaksa kelompok ataupun pelaku usaha untuk
membayar kerugian bagi kerusakan yang ditimbulkan tersebut,
kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya
menentukan.

Olch karena itu sumber daya alam yang biasanya “open
acces” harus diberi harga/nilai yang memadai. Sehingga ada

keseimbangan dalam pelaksanaanya. Kemgan yang dxdetna
tidak akan memberikan dampak bagi se ) hidupz

disekitarnya. Oleh karenanya Re
Tjokroamidjojo  mengatakan |
Governance menekankan arti penti
antara institusi negara, pasar da ]_‘




upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian  fungsi
lingkungan. Dengan telah terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2017
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan yang disyahkan pada
tanggal 10 November 2017 yang lalu sebagai tindak lanjut
amanah yang diberikan UUPPLH Pasal 43 ayat (4). Dengan
sudah disyahkannya PP ini tentunya tidak ada alasan untuk tidak
melaksanankannya. Karena Pasal 42 ayat (1) PP menegaskan
bahwa “dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan
menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Penekanan
pada kata wajib yang berarti sebuah keharusan. Sebagaimana
Kamus Bahasa Indonesia mengartikan wajib adalah harus
dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). ™’
Artinya Peraturan atau hukum ini harus dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan hal di atas Bernard Arief Sidharta
bahwa mengatakan hukum mengemban fungsi ekspresif, yakni
mengungkapkan pandangan hidup, milai nilai budaya dan
keadilan serta mengemban fungsi instrumental, yakni sarana
untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan
prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan
mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadapan
masyarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong,
mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat).””)

luasnya materi instrumen ckonomi lingkungan hidup
yang ada pada UUPPLH dan PP Nomor 46 Tahun 2017
sebagaimana yang telah dikemukana di atas, schingga perlu
dilakukannya pembatasan kajian sebagaimana yang
dikemukakan sebelumnya. Penelitian ini menstresing kebijak:
Pemerintah Kota Palembang di dalam melaksanakan UUPF
dan PP Nomor 46 Tahun 2017 khususnya yang berkaitan de
pendanaan lingkungan hidup. Karena Pendanaan lin;

) pusat Bahasa Departemen Pendidikan
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hidup adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunap dan
pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan Upay,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. yang Mmelipyg,
a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; b. Dan,
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan Pemulihg,
lingkungan hidup; dan dana amanah/bantuan untuk kOIlSerVaS
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 42 ayat (2) humfb
Dan telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 46 Tap,,
2017. Hal yang mendasari peneliti memfokuskan pads
pendanaan lingkungannya saja, karena masalah pendanagy,
lingkungan masalah yang sangat vital bagi semua kegiatay,
ataupun program pembangunan apapun. Vital yang saya
maksudkan di sini adalah adanya keterkaitan dengay
produktivitas kegiatan industri tekstil rumah tangga yang
berpotensi menghasilkan limbah B3 sebagai objek yang di telitj
dalam penelitian ini. Karena sebagaimana yang dikemukakan di
atas bahwa para pengrajin songket dan pengrajin tekstil industrj
lainnya yang masih membuang limbah tenunnya di alam terbuka
karena tidak mampu untuk memiliki alat pengolah  limbah
sendiri.  Kemudian  pendanaan lingkungan merupakan
mekanisme penerapan intrumen perencanaan pembangunan dan
kegiatan ckonomi dan/atau instrumen insentif dan/atau disentif,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) dari Pp
Nomor 46 Tahun 2017. Kemudian selanjutnya fakta empiris
berdasarkan referensi dan hasil observasi yang dilakukan,
Pemerintah Kota Palembang belum mempunyai suatu sistem
dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagaimana yang dihendaki Pasal 42 ayat (2) UUPPLH.
Maka yang menjadi fokus pembahasan dalan

berkaitan dengan: pengaturan instrumen pend:

hidup sebagai upaya pelestarian fungsi ling}

urgensinya pengaturan instrumen pendanaz
sebagai upaya pelestarian fungsi lingkunga
tekstil rumah tangga di Kota Pal
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V

engaturan instru.m(j:n pendanaan lingkungan hidup dalam upaya
Jestarian fungsi lingkungan hidup pada industri tekstil rumah
p ga di Kota Palembang.

tang
B. Teori Hukum Lingkungan Hidup

Dalam buku ini akan menggunakan beberapa teori, teori
yang digunakan dapat dalam bentuk asas atau teori yang
Jikembangkan oleh para ahli hukum sebagai alat untuk
penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:
1) Teori Keadilan Jhon Rawls;
2) Teori Keadilan Lingkungan;
3) Prisip Pencemar Membayar (the polluter-pays principle);
4) prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability);
5) Teorl Kebijakan Bromley,
6) Teori Peraturan Perundang-Undangan; dan
7) Teori Otonomi Daerah.

Dasar peneliti menggunakan 5 teori dan dua asas di atas
tidak terlepas dari objek dan subjek yang diteliti yaitu berkaitan
dengan pengaturan instrumen pendanaan lingkungan hidup
dalam kaitannya dengan upaya pelestarian fungsi lingkungn
hidup.

Teori keadilan digunakan akan melihat sisi bahwa
lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya merupakan
hak semua orang. Akan tetapi merupakan st hak makhluk
hidup lainnya. Dari berbagai refere: ]
beberapa teori keadilan yang :
teori keadilan Jhon Rawls dan
Dimana Lingkungan dan makhl
dengan manusia terhadap
beberapa teori yang dikem




berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pag,
kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil Clikup
terlihat - mudah, namun  tentu saja tidak  begitu hﬂlnya
penerapannya dalam kehidupan manusia

Kata “keadilan™ dalam bahasa Inggris adalah “justic o™
yang berasal dan bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memilik,
tiga. macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atribugs
berarti suatu kuahtas vang adil atau fair (sinonimnya Justness),
(2) sebagar tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atay,
tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukumap
(simonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik
yang berhak menentukan.””

Banyak para ahli hukum yang mengemukakan teor
keadilan diantaranya Plato, Aristoteles, dan Jhon Rawls. Setelah
membaca beberapa referensi dan dipahami dirasakan teori
keadilan yang dikemukakan Rawls lah yang lebih tepat untuk
menganalisis permasalahan dalam buku ini. Karena keadilan
yang dimaksudkan dalam penelitian ini keadilan yang harus
dirasakan oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Keadilan
dalam pendapatnya Rawls adanya persesuaian atau kesamaam
didalam permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini. Rawls
melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan
stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara
kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.”™’ Artinya kalau
terjadi  ketidak adilan mana mungkin stabilitas dan
keseimbangan akan terlaksana. sl sopucis

Rawls mempercayai bahwa struk
yang adil adalah struktur dasar masyaral
hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, ke

") Salim HS, Erlies Septiana Nurb
Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, |
Persada, Jakarta, hlm. 25 :
) http://www.bartleby.com/61/83/F
7 Oktober 2017
" https://alisafaat. wordpress.cq
Aristoteles dan John Rawls, diakses tanggs
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pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi, Kategori  struktur
masyarakat ideal ini digunakan untuk: 1. menilai apakah
stitusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak: 2.
melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial,””

Keadilan lingkungan yang biasa dikenal dengan sebutan
Environmental Justice diartikan sebagai pergerakan di lapisan
masyarakat bawah (grassroor) yang memperjuangkan perlakuan
yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku bangsa,
budaya. sosial ckonomi, dalam hal pembangunan, implementasi
dan penegakan hukum, peraturan dan kebijakan.'"” Perlakuan
adil berarti pula tidak boleh ada seorangpun atau kelompok
tertentu yang lebih dirugikan oleh suatu dampak lingkungan.
Davit Schlosberg menyebut bahwa keadilan lingkungan adalah
pendistribusian, but it isalso about individual and community
recognition, participation, and functioning."""

Berdasarkan  definisinya,  Environmental — Justice
mengandung tiga aspek sebagai berikut:

1) Aspek keadilan prosedural: keterlibatan seluruh pihak
(masyarakat) dalam arti yang sebenarnya;

2) Aspek keadilan subtantif: hak untuk tinggal dan menikmati
lingkungan yang sehat dan bersih;

3) Aspek keadilan distributif: penyebaran yang merata dari
keuntungan yang diperoleh dari lingkungan,'"”

Keterkaitan dengan keadilan terhadap lingkungan F
Pencemar Membayar ((the polluter-pays principle) adalah
satu teori yang dapat mendekati keadilan terhadap lingku

") John Rawls, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik uni
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, 2011, Cet. K&du?, Pustaka
Pelajar, Jakarta, hlm.6 ’

90 hitp:/bumilestari.blogspot.com, Environmental ~ J
Keadilan, diakses, 2 Juni 2017 '

1) David Schlosberg, 2007, Defining Environ
Theories, Movements, and Nature, Oxford University Press, New
viii ‘

2 hitp://bumilestari.blogspot.com,  Environmental
Keadilan, diakses, 2 Juni 2017 '



teort ini hadir dikarenakan adanya penggunaan sumber da]
alam yang tidak terkendali dalam kegiatan ckonomi, Yan
tentunya mengakibatkan terganggunya hak-hak masyaraka Sery
hak-hak lingkungan itu sendiri.

John Maddox dalam Muhammad Muhdar memberiky,
argumentasi bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengay,
menghitung ongko$-ongkos yang timbul (price) dan merupaka,
masalah ekonomi saja.'”"’ Menurut uraian E.J. Mishan dalar,
The Cos of Economic Growth di tahun enam puluhan yang
dikutip Siti Sundari Rangkuti:

Het principle “de vervuiler betaalt”is door de econgop,

E.J.Mishan in ‘The Costs of Economic Growth’ in de

zestiger jaren gelanceerd en is sindsdien in korte tijj
voor vrijwel de gehele wereld die zich met het miliey ¢y,

milieubeleid bez%g houd! een algemeen aanvaarde
slagzin geworden.'"”

e e — T —

—— ————————

Prinsip pencemar membayar yang bersumber pada
ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa
pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat
pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Artinya
siapa yang melakukan pencemaran dialah yang harus
membayarnya.

Petra E. Lindhout dan Berthy van den Broek berpendapat
menganggap prinsip pencemar membayar sebagai landasan
penting yang mendasari kerangka normatif. Menurut Petra E.
Lindhout dan Berthy bahwa:

The core of the principle that ‘the polluter should pay’ is

easy
to understand: polluters are re

hatsbardo ol

I(

199 Muhammad Muhdar, 2
Dalam Pengaturan Hukum L
Volume 21, Nomor 1, Februari 20
‘") Siti Sundari Ra
Kebijaksanaan Lingkungan Nas
Press, hlm. 252 |
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they have caused. Therefore, polluters should bear the cost of
measures aimed at preventing and reducing pollution.”””

Inti dari prinsip 'pencemar harus membayar’ mudah
untuk dipahami: yaitu pencemar harus bertanggung jawab atas
polusi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sipencemar harus
menanggung biaya tindakan yang bertujuan mencegah dan
mengurangi polusi. Dari prinsip pencemar membayar ini
dipertegas dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict
Liability). Dimana sipelaku atau sipencemar diminta untuk
mengganti atas kerugian yang terjadi tanpa harus melakukan
pembuktian. Sebagaimana UUPPLH telah mengatur tentang
tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ini, dimana Pasal &8
UUPPLH menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa
pembuktian unsur kesalahan.”

Semua pelaku usaha dianggap sama, tidak besar, kecil
semua sama, ketentuan asas pencemar membayar akan berlaku
pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar
hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup. Berkaitan dengan kewajiban terhadap pengendalian
pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan yaitu wajib
adanya pengelola limbah sendiri, keterkaitan dengan i
kecil maka disinilah peran pemerintah daerah/f
memberikan bantuan yang bersifat infrastruktur
limbah. Karena pengusaha kecil tidak akan mar

') petra E. Lindhout dan Berthy van den Broek, 2014, The F
Pays Principle: Guidelines for Cost Recovery and Bi
Case Law of the European Court of Justice, This arti 1
peer-reviewed section of the Utrecht Law. Review, Volume
(May) 2014, him.46 :



q

mempunyai pengelolah lmbah sendirt. Kalau pemeringg}, tig
membantu alat pengolah limbah, setidak tidaknya Prinsip §y,.
Liability harus diberlakukan atau ditegakkan. "
Ellen Margrethe Basse mengatakan The polluter has
pav all the costs :’J/'pl‘n!n'!hm_ pn'n'n!inn and rc.'rm'd_\'ing “ffh:
damaged environment. The prevention principle is im'ol'.'(;d in
that the potential polluters, who know that they will be liabje for
the costs of r(muf\ ms: the (1(1’?1()1.{( I/h\ cause, hd\t a Strope
incentive to avoid causing such dumm: ;
Pencemar harus membayar semua biaya pcrlindungan‘
pencegahan dan penanggulangan lingkungan yang rusak. Pringj
pencegahan terlibat dalam bahwa pencemar potensial, yang tahy
bahwa mercka akan bertanggung jawab atas  biayy
menanggulangt  kerusakan  mereka  menyebabkan,  memiliki
insentif yang kuat untuk menghindari menyebabkan kerusakan
tersebut. Sutoyo at.al mengatakan bahwa:
Adheres to strict liability burden of proof is reversed,
Plaintiff/losers/victims of environmental pollution, it is
not required to prove the fault of the pollutant or
environmental destruction. This means that the defendant
is required by law to prove the presence or absence of an

error of the act he was doing. Defendants can be
released from liabilitv, when he can prove otherwise."

Penggugat’orang  yang
lingkungan, tidak perlu untuk
polutan atau kerusakan lingkungan. 1
diwajibkan oleh hukum untuk m
kesalahan dari tindakan yang ia

1% ) Ellen Margrethe Basse, Env
Developments, Stockholm Lembaga Huk
35

"7 Sutoyo, at, al, 2014, The
Principles for Polluters in Envi =
Journal of Law, olicy and Globalz
(Paper) ISSN 2224-3259 (Onhine) Ve
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dilepaskan dar tanggung jawab, ketikn in dupnt membuktikan
cebalhiknya,

Sclamutnva dalam buku i lugn menggunakan teorl
promley yang berkattan dengan petaturan perundangundangan
atau Kebrjakan vang akan dibuat pada bidang desentralisasi. Zen
Jambar dalam - dosertasinya mengunghkapkian pendapat  dari
Damiel W Bromley  mengungkapkan pendapat Ruttan  dan
Havami bahwa:

“Produk-produk Kebijakan — sebagai — produk-prodik

hukum — yang — berjenjang, — Lebih  lanjut — Bromley

mengatakan bahwa proses kebijakan (policy prosess)
mencakup tiga tingkat Kebijokan, Pertama, kebijakan

tertinggt  (policy level) yang diciptakan  oleh  badan
|c!:is|llli['. A“'(!Htl. kUhi'illkilll li"gkm nrgimisani

(organizational - level)  sebagai  penjabaran  kebijakan

tertingpt  diciptakan oleh  eksekutif, Ketiga  kebijakan

tingkat operasional (operational level) sebagai pelaksana
kebijakan organisasional™' ™,

Sclanjutnya karena kajian dari dalam buku ini salah satu
aspeknya adalah  mengenai  pengaturan, maka feori  yang
digunakan adalah teori Peraturan perundang-undangan. Hamid
Attamimi  mengatakan  bahwa pembentukan  suatu undang-
undang harus dilandasi asas-asas formal, yang meliputi: a. asas
tujuan yang jelas; b, asas perlunya pengaturan; c. asas
organ/lembaga yang tepat; d. asas materi muatan ye pat; ¢
asas dapatnya dilaksanakan; dan f. asasnya dapﬁi: |

mengarahkan teori pembentukan undang-und
socio-legal concept of real legal cert‘atﬁ? Y,
terdiri atas lima elemen pencapalan kepastiar

109 7on Zanibar, 2003, Qtonomi Desa Deng
Desa di Propinsi Sumatera Selatan. Desel'tali
Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, him. 104
1990 Aziz Syamsuddin, 2013, PPa" dan

Undang-Undang, Cetakan Pertama, Edisi K
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‘

nvata, vaitu:''' Asas-asas Pembentukan Peraturan I‘crundanll.

undangan

L. A lawmaker has laid down clear, accessible and realisy,
"Il/c',\_’

Y. The administration follows these rules and induces citizeny o
do the same,

3. The majority of people accept these rules, in principle, gy
JuSt

4. Serious conflict are regulary brought before independent ang
impartial judges who decide cases in accordance with those
rules,

S. These decisions are actually complied with defining
objectives of law and development projects in these terms
could help improving their effectiveness’"”.

Sebagaimana Pemikiran Jan Michiel Otto ini bahwa
dikatakannva 1. Seorang anggota parlemen telah menetapkan
aturan vang jelas, mudah diakses dan realistis; 2. Administrasi
mengikuti aturan-aturan ini dan mendorong warga untuk
melakukan hal yang sama; 3. Mayoritas orang menerima aturan-
aturan ini, pada prinsipnya, sebagai adil; 4. Konflik yang serius
bersifat regulatif dibawa ke hadapan hakim yang independen
dan tidak memihak yang memutuskan kasus sesuai dm
aturan-aturan tersebut; dan 5. putus
sebenamya sesuai dengan tujuan mendefinisik
proyek-proyek pembangunan dalam hal
meningkatkan efektivitas mercka).

Terkait dengan hal ini Pera |
dapat dilahirkan dengan adanya suatu kel
dari pemerintah sesuatu dengan le ol
Undang-undang sudah memberikan seca
daerah untuk menentukan rumah tanggs

190y uliandri, 2013 Asas-asas Pem
undangan  Yang  Baik,  Gagasan
Berkelanjutan, Cetakan Keempat, PT Rajagrafin
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dalam membuat suatu kebijakan yang bersipat peraturan

perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah  Daerah, dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 1 angka 6
menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Sony Keraf berpendapat ada beberapa alasan otonomi
dacrah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat,
yaitu:
|. Otonomi derah mendekatkan pengambilan kebijakan dan

keputusan publik dengan rakyat didacrah, akan lebih sesuai
dengan kondisi daerah.

2. Melalui otonomi daerah ada control lebih langsung dan lebih
cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagi
kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro
rakyat.

3. Kepentingan masyarakat lokal akan lebih diperhatikan dan
diakomodasi.

4. Nasip dacrah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga
pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat
serius dalam membangun daerahnya sendiri.''"

Melalui otonomi daerah diyakini rintal
dapat lebih leluasa untuk membangun baik secara fisi
Daya Manusia, kebijakan ataupun peraturan
undangan.




peraturan dapat diterapkan dalam masyarakat secara efektip
Peraturan dapat diterapkan dalam masyarakat secara efekﬁﬁ
sangat bergantung pada bagaimana penyusunan peraturgy,
perundang-undangan kita yang tidak dapat lepas dari Sisten
hukum.

Fricdman mengatakan bahwa sistem hukum paq,
umumnya mempunyai tiga unsur yang saling terkait da,
pengaruh mempengaruhi yang merupakan suatu totalitas yang
tidak dapat dipisahkan. "’ Menurut Friedman, terdapat tig,
komponen pada setiap sistem hukum yaitu: pertama, subtang;
(substance or the rules); kedua struktur (structure); ketiga,
budaya hukum (legal culture).Yang dimaksud subtansi sistem
hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, prilaku nyata
manusia yang berada dalam sistem itu.""" Friedman berpendapat
bahwa subtansi hukum itu menggambarkan hukum yang hidup
(living law) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law
hooks).'""

Struktur sistem hukum (the structure of legal svstem)
menurut Friedman berkaitan dengan hal penegakkan hukum
(law enforcement) yaitu bagaimana the substance rules of law
ditegakkan dan dipertahankan. Struktur sistem hukum berpaut
dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur
hukum seperti  hakim, jaksa, advokad, jurusita, polisi,
mencakupi  susunan  peradilan  serta kewenangan
jurisdiksinya. Aparatur  hukum
structrure of legal system ' i

Budaya hukum (legal culture) menun
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosi
bagaimana hukum digunakan, dihindari,
tanpa budaya hukum sistem hukum ity

""" HAS Natabaya, 2008, Sistem Pera

Indonesia, Cetakan Kedua, Konstitusi Press da 3
") Ibid, him. 24
4 Ilb- -
1S

'Ibid, him. 124
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berdaya, Sep(-.:rti ikan mati yang terkapar dikeranjang, bukan
seperti ikan hidup yang berenang dilautan''®

Menurut Friedman bahwa berkaitan dengan aspek
struktur, bahwa betapa edialnya produk subtansi (kaedah
hukum), jika tidak ditegakkan niscaya tidak berfungsi (pincang).
Tanpa penegakan hukum (law enforcement), sistem hukum tidak
ber] alan.'"”

Ketiga komponen sistem hukum di atas dapat dilukiskan
seperti gambar di bawah ini:

\

BUDAYA

Gambar 3. Komponen Sistem Hukum''”

Sebagaimana vang telah diuraikan di atas bahwa
pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas
dari sistem hukum, maka Menurut Van der Vlies, melaki
perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundar
undangan vang baik (algemene beginselen van behoori
regelgeving). Dapat dibagi menjadi dua bagian, yait
formal (formele beginselen) dan asas materiill (mate
beginselen).

Hbllbﬂ
“T)lbu,ll 26
llﬂlmnmmzs



.

Asas formal meliputy o

1. Het beginsel van duidelijhe dovistelling (asas tajuan ving
1clas),

Het beginsel van het juiste orgoon (asas organ lembaga vang
tepat),

31 Het noodzakelijhheds begineel (asas pethunya pengaturan )

4. Het beginsel van winvoerbaarheid (asas dapat dilaksanakan)

Het begmvel vam consensus (asas konsensus)

\sas-asas materiil meliputi;’

. Het begimsel van dwidelijke  terminologie  en  dwidelijh,
svstemaniek (asas termiologh dan sistematika yang jelas),
Het beginsel van de kenbaarheid (asas dapat dikenali);

‘s VI

Het rechisgelykheidsheginsel (asas perlakuan yang salam
dalam hukum),

4. Het rechiszekerheidsbeginsel (asas kepastian hukum);

Het beginsel van de individuele rechishedeling (asas
pelaksanaan hukum sesual dengan keadaan individual).

Terkait dengan pendekatan penelitian im1 mengkap

aspek normatif pada UUPPLH dan PP Nomor 46 Tahun 2017

schagai turunannya dalam konteks kewajiban  dan

kewenangan pemernintah daerah untuk mengembangkan dan

menecrapkan  instrumen  ckonomi  lingkungan  hidup.

Khususnya mengenar pendanaan lingkungan hidup pada
tataran filosofis, teoritis dan dogmatis. Tataran m~ -
melihat apa yang melandasi terber -
UUPPLH  khususnya tentan,
Lingkungan  Hidup untuk
dilaksanakan oleh Pemerinta
akan melihat penelitian ini de
——
'Y uliandri, 2009, '
Undangan  Yang  Baik,

Berkelanjutan, PT Rajagrafindo Pe;
U ibid, him. 114
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atau pengertian dari suatu peristiwa hukum. dan hirarkhi

kekuatan  peraturan hukum.  Atau  memberikan  perkiraan

terhadap Konsep instrumen pendanaan lingkungan dimasa
yang akan datang,

Pada tataran dogmatis akan melihat atau memberikan
suatu pemaparan dan sistematiasasi hukum positif dalam hal ini
pengaturan mstrumen  pendanaan lingkungan  hidup ini
diharapkan  merupakan  penyelesaian  konkrit  didalam
permasalahan industri tekstil rumah tangga yang ada di Kota
Palembang, dengan  melakukan  perbandingan  peraturan
perundang-undangan  yang  berkaitan dengan pendanaan
lingkungan hidup yang bersekala Nasional ataupun Global yang
sebelumnya dengan menggali sumber sumber hukum formal
vakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
traktat-traktat, asas-asas hukum yang berlaku.

Dengan melihat dan melakukan perbandingan secara
nasional, regional dan global. Beberapa Peraturan Daerah
yang terpilih dan digunakan sebagai perbandingan, tidak ada
kreteria khusus, hanya saja secara acak yang diperoleh via
internet.

Adapun Peraturan Daerah yang dipergunakan sebagai
bahan perbandingan adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 dalam
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; "'

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 23 tentang Perlindungan dan Pengelolaan _ingkungan
Hidup;'*

¢. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013
Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3

21 Ciamis:  https://dprkplh.ciamiskab.go.id, Perda 7
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Senin, 19 Maret
2 htps://www.bandungkab.go.id/uploads/2017, - Pe
tahun 2013, di akses, Senin 19 Maret 2018




Pedoman  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan
Hidup;m

d. Peraturan Dacrah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 dalam
Tambahan Lembaran Dacrah Provinst Bali Tahun 2017
Nomor | tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungap
Hidup;'**

¢. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor | Tahun 2012
dalam Tambahan [Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Barag
Nomor 115 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dap
Penaatan Hukum Lingkungan;'”’

[. Peraturan Daecrah Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dalam
Tambahan [embaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor

I8 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup."”"

Agar lebih  lengkap dan  konkrit maka penelitian
dilakukan juga terhadap beberapa peraturan Hukum Lingkungan
terhadap beberapa negara didunia, yang tepat untuk dijadikan
rujukan schagai pembanding. Yale Center for Environmental
Law & Policy (YCELP) dan Center for International Earth
Science  Information  Network — (CIESIN)  di Kolumbia
mengembangkan suatu Indeks tentang Perlindungan Lingkungan
Hidup yang dinamai dengan Environment Protection Index
(EPI).

Indeks ini melakukan penilaian terhadap 178 negara dl

dunia dan menyusun peringkat sesuai dengan lndelw ersebut.
Indeks Perlindungan Lingkungan atau Environment P

" https://www.depok.go.id/perda/2013/, Perda K

Senin 19 Maret 2018

% https: //peraturan.bpk.go.id, Perda Prav .
akses, Scnm 19 Maret 2018 L

hllp.//www.bphn.go.nd!dala./ D
Senin 19 Maret 2018

. http:/jdih.magelangkab.go.id, Perda

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan H
2018
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fndex (EPD) ini meliputi 20 Indikator yang terdiri dari Kualitas
Udara, Air. Perlindungan Habitat serta dampak lingkungan
(erhadap kesehatan populasinya. Pada tahun 2016 lalu, EPI telah
merilis daftar negara yang memiliki Kualitas Udara, Air,
perlindungan Habitat yang tinggi. Negara 10 (sepuluh) ini
adalah: Negara Finlandia, Negara Islandia, Negara Swedia,
Negara Denmark, Negara Slovenia, Negara Spanyol, Negara
portugal, Negara Estonia, Negara Malta dan Negara Perancis.

Dalam mengakses Peraturan Hukum Lingkungan khususnya
yang terkait dengan pendanaan lingkungan ini mengalami kesulitan
untuk  mendapatkannya. Diantaranya dari 10 Negara terbaik
lingkungannya diatas Negara Finlandia menjadi pilihan, karena
Negara ini rengking teratas dari sepuluh negara lainnya.

Untuk  mempertajam  referensi, juga dilakukan
perbandingan terhadap beberapa negara lainnya. Yang kemudian
diteliti, dicermati lalu diambil untuk dijadikan sebagai sumber
pendanaan lingkungan di Kota Palembang.

a. Negara Finlandia

Negara Filandia dijadikan salah satu rujukan negara
pembanding karena Negara Filandia merupakan salah satu
negara dari 10 Negara terbersih didunia yang diukur
berdasarkan Environment Performance Index (EPI), Koran
Sindo, 4 Desember 2017. Skor EPI Finlandia sangat tinggi
yaitu 90,68. Finlandia juga merupakan negara terhijau di
dunia karena 70% wilayahnya ditutupi hutan. Lebih dari 80%
danau leandla berkualltas baik atau bagus, dan seba.glan

Negara ini juga berkomitmen masyarakat netre
2045. Kesuksesan Filandia menjadi salah S@Mt
terbersih di dunia tentunya tidak terlepas
pengaturan pendanaan lingkungan negara iniéts
b. Negara Polandia

melakukan MoU atau nota kesep



Lingkungan Hidup pada tanggal 22 November 2013 dengy,
Negana Indonesia dalam bidang waste management dan Watey
treatment di berbagai dacrah dan provinst di Indonesiy »
Lalu Kemudian Pada tanggal 4 Maret 2014 dilanjutkgy,
adanya kunjungan Delegast Polandia  untuk  Greg,
Technology Mission Kementenan Lingkungan Hidup. Tujygy
kunjungan Delegas: Polandia untuk Misi Green chhm)log‘.
i adalah untuk menjajaki berbagai kerjasama terkait “greep
technology™ baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup
maupun mitra di daerah yang akan dikunjungi DKI Jakara.
dan Sumatera Selatan.

Terlepas apa vang melatarbelakangt Negara Republik
Indonesia untuk melakukan MoU Negara Polindia sehingga
peneliti tertank untuk melthat Undang-Undang Lingkungan
Negara Polindia yang berkaitan dengan Pendanaan
Lingkungannya. Karena Negara Polindia merupakan sebuah
negara yvang sukses dalam bidang industri, sumber daya alam,
pertanian dan mempunyai bentang alam yang indah.

c. Negara Malaysia

Peraturan Hukum Lingkungan Negara Malaysia
dijadikan pembanding karena Negara Malaysia dipandang
sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayat
terbesar di dunia.™”

Malaysia diberkati dengan sumber daya alam yang
baik, misalnya sector pertanian, kehutanan, dan
pertambangan. Di sektor pertanian, Mala sia
satu pengekspor terbesar karet alam
damar dan kayu gelondongan,
tembakau yang mendominasi di s
merupakan pembangkit utama |
Malaysia. Dan yang Paling terpe

127) Bzodwers:{v Theme ”--;;—‘
Pusaka, dan Seni Australia. : Dia x
https://id. wikipedia.org/wiki/Malaysia, diakses 2
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Komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan
sistem ekologl', sumber daya hutan dikelola pada landasan
yang berkelanjutan, dampak ikutannya adalah menurunnya

laju penebangan pohon."*" Negara Malaysia merupakan salah
satu anggota Negara Asean.

d. Negara Netherlands

Sebagian besar wilayah negeri Belanda terdiri atas
dataran rendah. Daerah bagian tenggara negeri Belanda
merupakan tanah turun (depresi kontinental). Bagian daratan
yang terendah adalah Alexander Pol.der (6 meter di bawah
permukaan laut). Letaknya di sebelah timur Rotterdam.
Bagian daratan yang tertinggi merupakan kaki Pegunungan
Leisteen dengan puncaknya Vaalserburg (+ 321 m). Kegiatan
perekonomian negeri Belanda menyangkut bidang-bidang
sebagai berikut. Pertanian Pertanian Belanda dilaksanakan
secara modern dan intensif. Pertanian diusahakan di daerah
bertanah liat antara Sungai Waal dan Sungai Rijn. Hasil
pertanian utama Belanda adalah kentang, gandum, gula bit,
sayuran, dan buah-buahan. Peternakan Belanda dilaksanakan
secara intensif. Pertambangan dan Perindustrian

e. Negara Vietnam

Tidak ada hal yang istimewa dari Negara Vietnam
dijadikan salah rujukan pembanding semata mata
pertimbangan karena Vietnam Anggota ASEAN

f. Negara Bulgarian

Bulgaria telah menandatangani dan meratifikasi
Protokol Kyoto'?”) dan telah mencapai pengurangan 30%
emisi karbon dioksida sejak 1990 sampai 2009, mer
persyaratan protocol itu. 130) pada tahun-tahun bel _
dan beberapa program yang didanai pemerintah telah diri
untuk mengurangi kadar pencemaran. Tiga taman na:

129 https://id. wikipedia.org/wiki/Malaysia, diakses 2

129) | ihatlah Daftar penandatangan Protokol Kyo_ta

130) Bylgaria mencapai target Protokol Kyoto Lapor:
Agustus 2009 :




I taman alami dan 17 cadangan biosfer terletak di wijg,.
Bulgaria. Hampir 35% daratannya berupa hutan,'""
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39/M-IND/PER/11/2017 dalam Berita Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1695 tentang
Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang
Perindustrian Yang Di Limpahkan Kepada Gubernur
Sebagai Wakil Peme : t Dalg m Rancka




g ‘emerinty e "G
peraturan Pen ¢ mtah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016
dalam Tambahan Lembaran Negara Re
Nomor 3941 tentang Tata Ca
Lingkungan Hidup Strategis

publik Indonesia
a Penyelenggarann Kajian

peraturan Mcnfcn LingKkungan Hidup  Republik  Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 dalam Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815 tentang Baku Mutu
Air Limbah;

peraturan mentert dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Fahun 2014 dalam Berita Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 1814 tentang Pedoman
pembenan Izin Usaha Mikro dan Kecil

peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 dalam

Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 3
tentang 1zin Lingkungan

peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Dokumen Lingkungan Hidup

peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2017 dalam
Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 7
tentang Pengelolaan Air Limbah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014
dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 7 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2013
dalam Lembaran Daeah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 23 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 dalam
Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3
tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ,
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Provins
Nomor 1 tentang Perlindungan
Lingkungan Hidup




Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor | Tahun 2012
dalam Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Barat
Nomor 115 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Penaatan Hukum Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016

dalam  Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten

Magelang  Nomor 18 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2012

dan




tps://alisafaat. wordpress.com/2008/04/1 0/pemikiran-keadilan-
¥ hm-aristoteles-dan-john—rawls:’, diakses tanggal 22
September 201 7

ingaboutlawina.blogspot.co.id/1014, 12/tujuan-

u Kum-menurut-gustav-radbruch.html,  diakses. 14
Februari 2018.
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Buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini berisi analisis secara
komprehensif mengenai Hukum Lingkung Hidup Studi Normatif-Empiris
Terhadap Pendanaan Lingkungan Hidup Industri Tekstil Rumah Tangga.
Sehingga secara garis besar yang dianalisis di dalam buku ini yaitu: Teori
Hukum Lingkungan Hidup, Pengaturan Instrumen Pendanaan
Lingkungan Hidup di Indonesia, Pengaturan Instrumen Pendanaan
Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
pada Industri Tekstii Rumah Tangga di Kota Palembang, Urgensi
Pengaturan Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup Berbasis sebagai
Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri Tekstil Rumah
Tangga di Kota Palembang, dan terkahir menganalisis mengenai Konsep
Pengaturan Pendanaan Lingkungan Hidup yang Berbasis Asas Manfaat
sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Industri
Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang.

Pada prinsipnya buku ini memberikan informasi penting mengenai
hukum lingkungan hidup, yang dikemas secara runtut, sehingga
membawa pembaca menjadi paham mengenai hukum lingkungan hidup
baik dari perpesktif normatif maupun dalam perpesktif empiris.
Sehingga dapat menambah wawasan bagi pembacanya tentang hukum

lingkungan hidup di Indonesia.

Buku ini berguna bagi; Mahasiswa/l Strata I, I, Akademisi, Pemerintah,
Praktisi Lingkungan, dan Masyarakat Pada Umumnya.

Penerbit dan Percetakan ISBN 978-602-447-715-8
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